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ABSTRAK 
Nama :Devita Ratnasari NPM : 2113500019 Judul : Analisis Kepuasan 
Masyarakat Pada Pelayanan Di Dinas  Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tegal Tahun 2018. 
Pokok Permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui Indeks 
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di dinas Kependududkan dan Catatan 
Sipil.. 
Tujuan yang ingindicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan nilai indeks kepuasan masyarakat pada 
pelayanan administrasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil 
kabupaten tegal 2018. 
2. Untuk menggambarkan factor apa yang masih menjadi kendala dan 
solusi permasalahannya. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatifyang  bertujuan untuk mengukur 
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Dinas  Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2018 . Teknik sampling yang digunakan 
adalah nonprobability sampling dengan jenis accidental sampling. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengumpulan data berupaobservasi,wawancara, angket, 
Studi Kepustakaan,  dan dokumentasi.  
Analisis yang digunakan penulis adalah kualitatif Deskriptif, yaitu analisa 
yang bertujuan untuk mengukurIndeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan 
di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tegal Tahun 2018.
 Dari haasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa dari 14 unsur IKM 
(Indek Kepuasan Masyarakat) hanya 4 ( unsur yang nilainya di kategorikan baik 
yang pertama tanggung jawab petugas pelayanan, persyaratan pelayanan 
kewajaran biaya pelayanan dan keamanan lingkungan di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. dan 10 unsur yang terdiri dari prosedur 
pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas 
pelayanan,kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan 
mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan pelayanan, kepastian biaya 
pelayanan dan kenyamanan lingkungan. 
Saran untuk penelitian ini adalah Membuat sistem pelayanan terpadu satu 
pintu dengan pembangunan gedung kantor baru untuk lebih memberikan 
kenyamanan, ketertiban dan kelancaran urusan tidak hanya bagi masyarakat 
dalam berurusan juga bagi petugas dalam melayani sehingga masyarakat tidak 
dipusingkan lagi harus keluar masuk ruangan satu dengan ruangan lainnya. 
 
Kata Kunci :index kepuasan masyarakat, pelayanan 
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ABSTRACT 
 
Name: Devita Ratnasari NPM: 2113500019 Title: Analysis of Community 
Satisfaction in Services at the Population and Civil Registration Service of Tegal 
Regency in 2018. 
 The main problem in this study is to find out the Community Satisfaction 
Index for services in the Ministry of Education and Civil Registration service . 
 The objectives to be achieved in this study are: 
1. To describe the value of the index of community satisfaction in the 
administrative service of the population and civil registration in tegal 2018. 
2. To describe what factors are still obstacles and solutions to the problem. 
The type of research used is qualitative which aims to measure the Community 
Satisfaction Index for services at the Tegal Regency Population and Civil 
Registration Service in 2018. The sampling technique used is nonprobability 
sampling with the type of accidental sampling. This study uses data collection 
techniques in the form of observations, interviews, questionnaires, literature 
studies, and documentation. 
 The analysis used by the author is descriptive qualitative, which is an 
analysis that aims to measure the index of community satisfaction with services in 
the Department of Population and Civil Disability of Tegal Regency in 2018. 
From the results of the study, it can be seen that only 14 of the IKM (Indices of 
Community Satisfaction) the value is categorized both the first responsibility of 
the service officer, the fairness service requirements for service costs and 
environmental security in the Tegal Regency Population and Civil Registration 
Service and 10 elements consisting of service procedures, clarity of service 
personnel, discipline of service personnel, ability of service personnel, speed of 
service, justice to get service, courtesy and hospitality service, certainty of service 
costs and environmental comfort. 
 Suggestions for this research are Creating a one-stop integrated service 
system with the construction of new office buildings to provide more comfort, 
order and smoothness of affairs not only for the community in dealing with 
service personnel so that people do not mess around in one room with another. 
 
Keywords: community satisfaction index, service 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pembukaan Undang- Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 
yang telah diamandemenkan mengamanatkan bahwa tujuan didirinya Negara 
Republik Indonesia, antara lain untuk menunjukan kesehjahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa 
negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui  sistem 
pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik 
yang berkualitas dan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil 
setiap warga atas barang publik,jasa publik dan administrasif. 
Dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara 
nasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan 
perlindugan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum 
atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialami oleh 
Penduduk dan/atau warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Dalam rangka peningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang 
profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, tidak 
diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan 
prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu 
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dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2006 tentang  Administrasi Kependudukan. 
Pelayanan publik menurut pasal 1 Undang- Undang  Republik Indonesia 
Nomor21 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkain 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhanpelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau 
pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik sangatlah penting dalam 
pelayanan Administrasitif.  
Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi 
kependudukan, pemerintah berkewajiban  menyelenggrakan dan menyediakan 
intensi sebagai pelaksana pelayanan publik dalam administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil.Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. 
Pemerintahan mempunyai peranan penting untuk menyediakan pelayanan publik 
sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang . Undang- Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1menyebutkan bahwa pelayanan 
publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi 
yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
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Pada umumnya pelayanan publik yang sering menimbulkan masalah adalah 
pelayanan yang langsung secaraindividu. Hal ini dapat dipahami, karena secara 
individual masing-masing orang mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga 
sikap terhadap pelayanan yang diberikan bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan 
karakteristik itulah yang mempengaruhi dalam penilaian terhadap pelayanan yang 
diberikannya. Demikian pula, karakteristik yang dimiliki aparat pemberi 
pelayanan pada berpengaruh terhadap sikap dalam memberikan pelayanan. 
Pelayanan yang baik akan hanya diwujudkan dengan sistem pelayanan yang 
mengutamakan kepentingan masyarakat. Hendaknya aparat dalam memberikan 
pelayanan tidak mendahulukan kepentingan pribadi diatas kepentingan umum. 
Karena peran aparat disini adalah aparatur Negara abdi masyarakat. Selain itu 
dalam pelayanan harus sesuai dengan undang-undang atau ketetapan yang 
berlaku. Sumber daya manusia pun juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan 
pelayanan. Jika sumber daya yang dimiliki baik maka pelayanan akan baik pula. 
Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 8 Instansi pelaksana 
melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang 
meliputi.Mendaftar peristiwa Kependudukan dan Mencatatat Peristiwa 
penting.Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap 
Penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting 
mencetak, menerbitkan dan mendistribusikand dokumen Kependudukan 
mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil menjamin 
kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 
penting dan melakukan verifikasi dan velidasi aras informasi yang disampaikan 
oleh Pendudukan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 
4 
  
 
 
Namun pada kenyataannya, yang bisa dilihat dalam keseharian proses 
pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah masih menimbulkan pro dan 
kontra dari kalangan masyarakat. Hal ini dapat di lihat melalui kinerja setiap 
aparatur yang masih tidak memperhatikan kepuasan dari masyarakat. 
Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat 
.(public services) dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (public 
welfare). Terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah 
mengeluarkan berbagai kebijakan agar pelayanan yang di terima masyarakat 
(perceived services) sesuai dengan tingkat pelayanan yang diharapkan masyarakat 
(expected services). Salah satu kebijakan tersebut adalah dikeluarkannya 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 63 Tahun 2003 tendang 
pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 
Febuari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) unit Pelayanan Instansi Pemerintah Menurut KEPMENPAN Nomor 25 
tahun 2004 tentangPedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, 
tujua ndari Indeks Kepuasan Masyarakat adalah “Untuk mengetahui tingkat 
kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan 
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya”. Sedangkan 
bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran 
tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. 
 Keputusan tersebut antara lain memuat tiga jenis kelompok pelayanan yang 
harus diberikan kepadamasyarakat, yakni pelayanan Administratif, pelayanan 
barang, dan pelayanan jasa. Sejalan dengan hal tersebut adanya Otonomi Daerah 
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menurut pemerintah untuk efisien dan efektif dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. 
Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah masih memiliki banyak 
kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas sebagaimana diharapkan 
masyarakat. Hal ini indikasikan oleh banyaknya keluhan masyarakat terhadap 
pelayanan publik yang disampaikan melalui berbagai forum dan media massa. 
Oleh karena itu pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah harus 
senantiasa meningkatkan pelayanannya. 
Meningkatkan tuntutan masyarakat atas mutu pelayanan publik oleh 
aparatur pemerintah, merupakan konsekuensi dari perubahan mindset masyarakat 
terhadap pola hubungan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (tri pilar dalam 
konsepsi governance). Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan terpenuhi 
atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik, akan tetapi sudah 
mempertanyakan mutu dan kualitas layanan publik yang mereka terima dari 
pemerintah. Pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan 
publik yang semakin baik dan berkualitas menuju tata pemerintahan yang baik 
dan bersih (good and clear government). 
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang No. 25 Tahun 2000 tentang 
Program Pembangunan Nasional (Propenas) adalah melalui kajian tentang tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. 
Indek Kepuasan Masyarakat ini digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai 
kualitas pelayanan, sekaligus sebagai bahan evaluasi diri guna meningkatkan 
kualias pelayanan. 
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Dengan meningkatkan kualitas pelayanan ini diharapkan dapat terjalin 
kerjasama yang baik antara pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, masyarakat, dan pemangku kepentingan 
lainnya guna mewujudkan terciptanya tertib administrasi kependudukan berbasis 
sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) melalui pelayanan prima, 
sebagai Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang 
tingkat kepuasan masyarakat yeng diperoleh dari hasil pengukuran secara 
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan 
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara 
harapan dan kebutuhan 
Indeks kepuasan masyarakat digunakan untuk mengetahui bagaimana 
tanggapan masyarakat pengguna layanan ini akan pelayanan yang telah diberikan 
kepadanya. Indeks ini digunakan sebagai tolok ukur dari kualiatas pelayanan, 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apakah sudah memenuhi standar 
pelayanan minimal yang telah disyaratkan oleh pemerintah. Kepuasan masyarakat 
dapat diketahui dengan melihat kualitas pelayanan dari masing-masing indikator 
yang telah ditentukan, dimulai dengan menganalisis indikator yang ada.  
Dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dipusatkan Kepada 
Input- Proses- Hasil yang pada akhirnya menimbulkan rasa kepuasan pada 
pelanggan. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan pada 
Pelayanan Publik seperti administrasi Kependudukan. 
Dari data yang didapat jumlah penduduk Kabupaten Tegal, Jawa Tengah  
per 31 Desember 2018, sebanyak 1.519.094 jiwa. Mereka tersebar di 18 
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Kecamatan dan terdiri dari laki-laki sebanyak 772.236 jiwa dan perempuan 
746.858 jiwa. Jumlah berdasarkan data dari (Sumber data Konsolidasi Bersih 
Kementrian Dalam Negeri Semester 1 2018. 
Penerbitan dokumen Administrasi Penduduk Tahun 2018 Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang umum di lakukan 
masyarakat tersebut yaitu : 
1. Pencetakan e-KTP elektronik   : 242.510 jiwa 
2. Pencetakan Kartu Keluarga (KK)  : 139.204 jiwa 
3. Pencetakan KIA (Kartu Identitas Anak) : 4.781 jiwa 
4. Penerbitan Surat Pindah    : 11.681 jiwa 
5. Penerbitan Surat Kedatangan    : 10.212 jiwa 
6. Pencetakan Akta Kelahiran    : 47.065 jiwa 
7. Pencetakan Akta Kematian    : 2.328 jiwa 
(Sumber berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil 2018) 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah sebagai 
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai tugas kerja tertentu. Dalam hal ini 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sebagai unsur 
pelaksana Pemerintah Daerah Kabupten Tegal merupakan lembaga birokrasi yang 
memiliki tugas kan kewenangan dibidang pelayanan publik dan ada jenis 15 
pelayanan antara lain registrasi Kartu Tanda Penduduk ( e-KTP), Kartu Keluarga 
(KK), Surat Keterangan Pindah dan datang, Pembuatan Akta Kelahiran, Akta 
kematian, Akta Pernikahan, Perubahan Nama, Pengakuan Anak, Pengesahan 
Anak, Adopsi pengukuhan Anak, Perubahan Nama, Biodata Penduduk,SKT 
WNA,Pencetakan KIA( Kartu Indentitas Anak, Dari jenis pelayanan administrasi 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sering digunakan oleh masyarakat 
Kabupaten Tegal. 
Berdasarkan hasil wawancara yang saya peroleh dari sejumlah masyarakat 
yang menggunakan jasa pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
banyak kesenjangan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahyang 
tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat atas mutu pelayanan 
publik. Dari beberapa sampel yang saya wawancarai ternyata hasilnya banyak 
kekurangan dalam pelayanan publik tersebut . 
 Pada tanggal 8 mei 2019 tepatnya jam 09:00 saya mewawancarai terhadap 
beberapa responden dimana saya mewawancarai Bapak Sutarto beliau 
mengatakan bahwa  ada masalah yang tidak kondusif terhadap pelayanan publik 
dimana permasalahan tersebut masih jadi bahan pembicaraan masyarakat lain 
terhadap kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih 
berteleh-teleh dan seenaknya sendiri tidak memperhatikan tanggung jawab 
sebagai aparat pemerintah. 
Sedangkan menurut Bapak M Soilaiman mengatakan bahwa kinerja 
yang dilakukan oleh aparat pemerintah khususnya di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil kurang cepat atau bisa dikatakan lambat juga pegawai 
kurang ramah. 
Sedangkan menurut Bapak Pujo Widodo menggunakan jasa layanan 
akta kelahiran mengatakan ada beberapa prosedur yang tidak diperkenakan 
dimana dalam mengurus surat tidak bisa diwakilkan oleh orang lain maka dari itu 
beliau mengatakan bahwa tidak mempermudahkan masyarakat dalam 
menggunakan jasa layanan tersebut. 
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Menurut Nisma chairinabila pelajar di SMA N 1 SLAWI  mengatakan 
bahwa dalam membuatan e-KTP pelayanan yang dilakukan aparat pemerintah 
dalam menentukan prosedurnya terlalu ribet, berbelit-belit juga kinerjanya kurang 
cepat hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. 
Menurut Bapak Islamic Herman Putra mengatakan bahawa pelayanannnya 
kurang cepat dan beliau  menyebutkan bahwa lambat tahun pelayanan semakin 
lambat bahwa menurut beliau waktu adalah uang kenapa kalau bisa cepat 
diperlambat bahkan petugasnya pun banyak yang kurang ramah dengan 
masyarakat yang menggunakn jasa layanan tersebut. Sumber Data ( wawancara) 
Berdasarkan uraian dan persepsi inilah yng kemudian melatar belakangi 
penulis untuk mengambil judul “ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT 
PADA PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 
SIPIL DI KABUPATEN TEGALTAHUN 2018 “ 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian 
ini dapat dirumusan untuk mengetahui 
1. Bagaimana nilai Indek Kepuasan Masyarakat pada pelayanan di 
Administrasi  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal 
2018. 
2. Faktor apa masih menjadi kendala dan solusi permasalahannnya. 
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusahan masalah adalah 
untuk mengetahui pelaksanaan Analisis Kepuasan Masyarakat pada pelayanan Di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. 
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1. Untuk mendeskripsikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan 
di Administrasi  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Tegal 2018. 
2. Untuk menggambarkan faktor apa yang masih menjadi kendala dan solusi 
permasalahannya. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan/ manfaat peneliti ini yang peneliti harapkan adalah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Praktis 
Manfaat secara praktis penelitian adalah : 
a) Bagi Pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan (input) bagi aparat pemerintah dan menjalankan tugas dan 
perannya secara efektif dan efisien demi terwujudnya pelayanan yang 
lebih baik lagi di masa yang akan datang. 
b) Bagi masyarakat yang diharapkan peneliti ini dapat membantu 
masyarakat untuk lebih tau  tentang pelayanan yang di dapatkan 
masyarakat sekaligus sebagai bahan pembelajaran tentang sikap yang 
harus kita terapkan untuk membantu masyarakat dalam mengakses 
pelayanan publik khususnya dalam pelayanan di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan 
untuk menjalaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan dalam 
penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dann dimana posisi 
pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka 
yang relavan dengan topik masaalah yang diangkat untuk memungkinkan 
pembaca meningkatkan cakrawalah dari segi tujuan dan hasil peneltian. 
II.1 Kerangka Teori 
Secara umum, teori merupakan serangkaian konsep, difinisi dan 
preposisiyang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang 
sistematis tentang sesuatu fenomena pada umumnya. Menurut Mesri Singarimbun 
dan Sofian Effendi dalam buku Metode Penelitian Social mengatakan teori adalah 
serangkaian asumsi, konsep, konstras, definisi dan preposisi untuk meranfkai 
suatu fenomena sosial sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar 
konsep. 
A. Pengertian Pelayanan Publik 
(Kuncoro, 2004:160). Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 yang  kemudian 
diganti Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah landasan hukum atas 
perubahan paradigma ini. Perubahan paradigma ini  memberikan ruang yang luas 
bagi pemerintah untuk mendesain pelayananpublik yang sensitif kepada publik di 
tingkat lokal. Peningkatankepuasan publik atas penyediaan pelayanan publik di 
daerah  tujuan akhir dari desentralisasi penyelenggaraan pemerintah. Hal ini 
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menjadi penting sebab kajian Agus Dwiyanto menunjukan bahwa pelayanan 
publik paska otonomi daerah ternyata tidak mengalami perubahan. Pelayanan 
publik sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah “sama saja” (Dwiyanto, 
2003a dan 2003b) pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan dan 
kebutuhan publik (Utomo, 2003:161). Pelayanan publik tidak berada dalam ruang 
hampa dimana pemerintah sebagai satu- satunya pemain utama.  
Monir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah proses 
pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan 
Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa 
pelayananan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau 
jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
 Citizen charter membuka kesempatan lahirnya dialog antara pemerintah 
dan publik. Sehingga, kedua belah pihak mengetahui keterbatasan kedua belah 
pihak, mencari solusi dan memberikan yang terbaik guna perbaikan pelayanan 
(Indiahono,2006:161). 
Selain itu, pemerintah pun dituntut akuntabel. Akuntabilitas 
(accountability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah birokrasi publik atau 
pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai 
yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu 
mengakomodir kebutuhan rakyat yang sesungguhnya (Kumorotomo, 2005:162). 
Akuntabilitas pemerintah dalam hal pelayanan menunjuk bahwa pelayanan publik 
yang dilakukan oleh pemerintah harus bertanggungjawabkan secara baik kepada 
publik. Setiap pelayanan harus benar- benar berraras kepada pemenuhan 
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kebutuhan dan kepentingan publik dan memuarakan semuanya semi kepuasan dan 
kepentingan publik (Indiahono, 2006:162). 
Pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 
memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 
kesatuan, dan menawarkan kepuasanmeskipun hasilnya tidak terkait pada suatu 
produk secara fisik. 
Undang- undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 
Menurut Lewis dan Gilman (2005), bahwa pelayanan publik adalah 
kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung jawab dan 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas pelayanan 
yang diberikan dapat memberikan kepercayaaan kepada masyarakat tentang 
pelayanan yang di berikan. Pertanggungjawaban terhadap aspek yang dilayani 
adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayanan publik untuk menjunjung 
tinggi kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang adalah 
sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintahan yang baik. 
Optimalisasi pelayanan publik menurut pendapat Hayat (2015:22), adalah 
memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas yang mempunyai 
implikasi positif terhadap kepuasan masyarakat. Profrsionalitas pelayanan 
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ditunjang oleh sikap dan perilaku dalam pemberikan layanan. Sumber daya 
manusia menjadi indikator penting dalam pelayanan. 
Agung Kurniawan (2005:6), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah 
pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 
cara yang telah diterapkan. 
Menurut Saefulloh (2008:28), untuk memberikan pelayanan publik yang 
lebih baik perlu ada upaya memahami sikap dan perubahan kepentingan publik 
sendiri. Perubahan kehidupan dunia yang begitu cepat mempunyai pengaruh yang 
cepat pula terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat secara umum. 
Menurut Ibrahim (2008:18), bahwa pemerintah/pemerintahan sudah 
seharusnya menganut paradigma customer driver(berorientasi kepentingan 
masyarakat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, 
mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut secara 
sistematik (sejak masukan-proses-keluaran hasil/dampaknya), sehingga terwujud 
pelayanan publik yang berkualitas (yang sedapat mungkin 
tangibel,realibel,responsif,aman,dan penuh empati dalam pelaksanaanya. 
Sedarmayanti (2004:90) lebih lanjut menegaskan, bahwa hakekat dan 
pelayanan publik adalah: (1) Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan 
tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum. (2) Mendorong 
upaya mengefektifitaskan system dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan 
umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. (3) 
Mendorong tumbuhnya kreativitas. 
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Secara teoritis, tujuan pelayanan pada dasarnya adalah memuaskan 
masyaraka. Untuk mencapai kepuasan tersebu, dituntut kualitas pelayanan yang 
bercermin dari : 
1) Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan 
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 
secara memadai serta mudah dimengerti. 
2) Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat di pertanggung 
jawabkandengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3) Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 
berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 
4) Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 
memperhatikan aspiransi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 
5) Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan distriminasi 
dilihat dari aspek apapun, khususnya suku,ras,agama,golongan, serta 
status sosial. 
6) Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 
pelayanan (Sinambela 2006:6). 
B. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik 
Menurut Sinambela (2012) dalam bukunya kinerja Pegawai : Teori 
pengukuran dan implikasi memberikan penjelasan secara singkat tentang makna 
penilaian kinerja. Menurutnya penilaian kinerja adalah suatu metode untuk 
16 
  
 
 
membandingkan berbagai pekerjaan dengan menggunakan prosedur-prosedur 
formal dan sistematis untuk menentukan suatu urutan tingkat pekerjaan-pekerjaan 
melalui penentuan kedudukan dan ratio atu pekerjaan dibandingkan dengan 
pekerjaan yang lain. Sementara didalam buku yang sama, (Rivai;Basri,2005:1) 
bahwa penilaian kinerja menitikberatkan pada sustu proses pengukuran yang 
memberi perhatian pada teknik-teknik penilaian Keefektifannya tergantung dari 
validitas dan realibilitasnya. 
Sedangkan Wibowo (2013), menjelaskan bahwa pengukuran kinerja adalah 
berfokus pada antara strategi pelanggan dan tujuan dan tindakan. Untuk 
melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran yang tepat menurutnya ada beberapa 
kriteria yang harus dipenuhi, yaitu : 
1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah 
terpenuhi. Pengukuran kinerja bukan hanya untuk meningkatkan 
kualitas kinerja pegawai, tetapi menjadikan salah satu unsur 
kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh pelanggan. Persyaratan yang 
ditentukan dalam suatu kinerja adalah sesuai dengan yang diinginkan 
oleh pelanggan. Apa aspek kinerja pelayanan publik, apa yang 
diinginkan oleh masyarakat dalam kinerja pelayanan publik sudah 
seharusnya dipenuhi sebagai upayauntuk memberikan pelayanan 
yang prima. 
2. Mengusahakan stantar kinerja untuk menciptakan perbandingan. 
Standar kinerja dalam sebuah organisasi menjadi keharusan yang 
tidak dapat dibaikan dalan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja 
diikuti oleh berbagai perbandingan yang memberikan preferensi 
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apakdengan standar pengukuran kinerja yang dilakukan sudah baik 
atau tidak. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui, tingkat 
kualitas yang dilakukan. 
3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk monitoring tingkat kinerja. 
Penilaian kinerja memastikan bahwa setiap pegawai, diperlukan 
seseorang untuk mengawasinya secara berkesimbungan tentang 
kinerja yang dilakukan. Saling memonitoring satu sama lain menjadi 
bagian terpenting dalam pengukuran kinerja untuk memastikan 
bahwa apa yang dinilai tepat dan benar sesuai dengan kinerja yang 
dilakukan. 
4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang 
perlu prioritas perhatikan. Kualitas kinerja menjadi tujuan utama 
dalam pengukuran kinerja. Kualitas pelayanan publik menjadi 
prioritas kinerja pegawai. Orientasi public servicemenjadi satu 
kesatuan dan menjadi paradigma bagi aparatur negara. 
5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas. Kinerja pegawai 
berfokus pada aspek tujuan yang ingin dicapai. Kinerja yang baik 
dan maksimal akan  menghasilkan kualitas kinerja yang baik pula. 
6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya. Untuk mempegawai 
memastikan bahwa kinerja pegawai akan berjalan secara baik dan  
optimal. 
7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan. 
Kinerja pegawai menjadi barometer organisasi untuk mengukur 
kualitas kinerja. Umpan balik terhadap aspek yang dinilai kepada 
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pegawai menjadi kunci keberasilan pengukuran  kinerja pelayanan 
publik.  
C. Asas Pelayanan Publik 
Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan 
masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini pemerintah 
harus melakukan negosiasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan masyarakat. 
Sehingga pelayanan publik memiliki kualitas yang sesuai dengan yang diharapkan 
masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan 
terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan 
terjangkau.  
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, 
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Untuk 
mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional, 
kemudian Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011:6) mengemukakan asas-asas dalam 
pelayanan publik tercermin dari:  
1) Transparansi  
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
dimengerti.  
2) Akuntabilitas  
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
3) Kondisional  
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Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 
pelayanan dengan tetapberpegang pada prinsip efisiensi dan 
efektivitas.  
4) Partisipatif  
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 
harapan masyarakat 
5) Kesamanan Hak  
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, 
golongan, gender dan status ekonomi.  
6) Keseimbangan Hak dan kewajiban  
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 
kewajiban masing- masing pihak. Asas-asas penyelenggaraan 
pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikutip oleh Eny 
Kusdarini (2011:190) yakni yang terdiri dari 12 asas:  
a. Asas kepentingan umum 
b. Asas kepastian hukum 
c. Asas kesamaan hak,  
d. Keseimbangan hak dan kewajiban,  
e. Asas keprofesionalan 
f. Asas partisipasif, 
g. Asas persamaan perlakuan/tidak deskriminatif,  
h. Asas keterbukaan 
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i. Asas akuntabilitas 
j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 
k. Asas ketepatan waktu, 
l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan  
D. Standart Pelayanan Publik 
Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009;103), Setiap penyelenggaraan 
pelayanan publik harus memiliki standart pelayanan dan di publikasikan sebagai 
jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan . 
 Standart pelayanan adalah ukuran yang diberlakukan dalam penyelenggara 
pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi apapun penerima pelayanan, Sebagai 
berikut :  
1. Prosedure Pelayanan, Prosedure pelayanan yang diberlakukan bagi 
pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 
2. Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 
pengajuan permohoan sampai dengan penyelesaian pelayanan 
termasuk pengaduan . 
3. Biaya Pelayanan, Biaya atau tarif termasuk rincian yang ditetapkan 
dalam proses pemberian pelayanan. 
4. Produk pelayanan, Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan . 
5. Sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan 
yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik. 
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6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, hal ini harus ditetapkan 
dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap, 
dan perilaku, yang dibutuhkan. 
Sedangkan menurut Moenir (2010:197), menyatakan bahwa agar 
pelayanan dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang dilayani, 
Maka sipelaku dalam hal ini aparat harus dapat memenuhi 4 persyaratan pokok, 
yaitu: 
1. Tingkah laku sopan  
Dengan sopan santun orang merasa dihormati dan dihargai sebagai 
layaknya dalam hubungan kemanusiaan, Dengan demikian sudah 
merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi yang bersangkutan. 
2. Cara menyampaikan  
Penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya 
diterima oleh orang yang bersangkutan dan hendaknya 
memperhatikan pada prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
untuk menghindari penyampaian yang menyimpang. 
3. Waktu penyampaian 
Menyampaikan sesuatu hasil olahan yang tepat , sangat didambakan 
setiap orang yang mempunyai permasalahan. 
4. Keramah - ramahan  
Hanya ada pada pelayanan lisan baik secara berhadapan maupun tidak 
berhadapan secara langsung. 
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E. Faktor Pendukung Pelayanan 
Pelayan umum kepeda masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang 
diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serata dapat 
difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pada proses pelayanan 
terdapat faktor penting dan setiap faktor mempunyai peranan yang berbeda-beda 
tetapi saling berpengaruh dan secara bersamasama akan mewujudkan pelaksanaan 
pelayanan yang baik. H.A.S Moenir (2002:88) berpendapat ada enam faktor 
pendukung pelayanan, antara lain : 
1) Faktor kesadaran  
Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang 
merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga 
diperoleh suatu keyakinan, ketenangan,  ketetapan hati dan 
keseimbangan jiwa. Dengan adanya kesadaran akan membawa 
seseorang kepada kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan.  
2) Faktor aturan  
Aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan 
seseorang. Oleh  karena itu, setiap aturan secara langsung atau tidak 
langsung akan berpengaruh.  Dengan adanya aturan ini seseorang 
akan mempunyai pertimbangan dalam  menentukan langkahnya. 
Pertimbangan pertama manusia sebagai subjek aturan ditunjukan 
oleh hal-hal penting :  
1. Kewenangan  
2. Pengetahuan dan pengalaman  
3.  Kemampuan bahasa  
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4. Pemahaman pelaksanaan  
5. Disiplin dalam melaksanakan diantaranya disiplin waktu dan 
disiplin kerja.  
3) Faktor organisasi  
Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi 
lebih banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Sehingga dalam 
organisasi perlu adanya sarana pendukung yaitu sistem, prosedur, 
dan metode untuk memperlancar mekanisme kerja. 
4) Faktor pendapatan  
Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan inbalan 
atas tenaga dan  pikiran yang telah dicurahkan orang lain. 
Pendapatan dalam bentuk uang, iuran atau fasilitas dalam jaka waktu 
tertentu.  
5) Faktor kemampuan  
Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh 
mana pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga 
menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan.  
6) Faktor sarana pelayanan  
Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, 
perlengkapan kerja dan  fasilitasyangberfungsi sebagai alat 
pendukung utama dalam mempercepatpelaksanaan penyelesaian 
pekerjaan. 
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F. Kualitas Pelayanan Publik  
Pemberian pelayanan yang baik merupakan salah satu upaya perusahaan 
untuk menciptakan kepuasan bagi konsumennya. Jika konsumen merasa telah 
mendapatkan pelayanan yang baik berarti perusahaan mampu memberikan 
pelayanan yang baik pula. Demekian pula sebaliknya, pelayanan tidak dapat 
diuraikan secara obyektif seperti sebuah produk, melainkan merupakan interaksi 
social dengan subyektivitas, lebih tergantung pada nilai, parasaan dan perilaku.  
Goetsch dan Davis yang diterjemahkan Fandy Tjiptono (2005: 
101)membuat definisi mengenai kualitas sebagai berikut : “Kualitas merupakan 
suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, 
dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan” Definisi kualitas di atas 
mengandung makna bahwa elemenelemen kualitas yaitu:  
a. Kualitas merupakan kondisi yang dinamis 
b. Kualitas berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan 
lingkungan 
c. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 
Menurut Wyckcof dan Lovelock dalam bukunya yang dikutip dan 
diterjemahkan oleh Fandy Tjiptono (2005:60) ada dua faktor utama yang 
mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu respected service dan perceived service. 
Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (perceived service) sesuai dengan yang 
diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya 
jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa 
yang dipersepsikan buruk. Baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada 
kemempuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara 
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konsisten. Jadi pelayanan yang berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh pihak 
yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan. Dan yang menjadi prinsip- 
prinsip layanan yang berkualitas menurut H.A.S. Moenir (2002:205) antara lain:  
a. Proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal. 
b. Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang 
terlibat. 
c. Disiplin bagi pelaksanaan untuk mentaati proses dan prosedur. 
d. Perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, sewaktu waktu 
dapat dirubah apabila perlu. 
e. Perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang budaya 
organisasi untuk menciptakan kualitas layanan. 
f. Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, selera konsumen.  
g. Setiap orang dalam organisasi merupakan partner dengan orang 
lainnya. Sekarang ini kegiatan pemasaran tidak terlepas dari kualitas 
pelayanan terhadap konsumen. Kualitas pelayanan yang baik dan tepat 
akan mempengaruhi konsumen untuk membuat keputusan dalam 
pembelian suatu produk, sehingga dibutuhkan strategi kualitas pelayan 
yang baik.  
Kualitas Pelayanan, merupakan bentuk dalam pelayanan sebagai 
wujud memenuhikebutuhan-kebutuhan kepentingan publik, baik berupa 
penyediaan barang, jasa atau pelayanan administrasi. Pelayanan dalam Kamus 
Bahasa Indonesia (2002:571) berasal dari kata layan yang berarti membantu 
(mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Kata pelayanan mempunyai arti 
perihal atau melayani. Tujuan utama pelayanan publik adalah memenuhi 
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kebutuhan publik agar dapat memperoleh pelayanan yang diinginkan dan 
memuaskan. Penyedia pelayanan harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dan 
keinginan masyarakat, kemudian memberikan pelayanan publik sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan.  
 Adapun beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi 
dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Adcroft, A. and Willis, R (2005). The (Un)Intended Outcome Of 
Public Sector Performance. Mengukur sejauh mana sistem kinerja 
pelayanan publik dalam organisasi sebagai wujud pencapaian suatu 
tujuan dan hasilnya di dalam organisasi pelayanan publik dalam hal 
ini adalah faktor utama keseluruhan pelaku kegiatan dari atasan 
sampai bawahan karyawan dalam kinerjanya terhadap pelaksanaan 
kegiatan pelayanannya kepada publik  
2. Redioka Eka Rahmawati (2009). Pelayanan Publik Pada Unit 
Pelayanan Terpadu Pemerintah Kota Denpasar. Pembenahan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan 
masyarakat, menitik beratkan pada unit pelayanan terpadu 
pemerintahan. Perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu 
pemerintahan harus dilakukan, terutama menumbuhkan dan 
meningkatkan kinerja aparat dinas sebagai abdi negara dan abdi 
masyarakat, karena pelaksanaan tugas pelayanan oleh badan 
pemerintahan sangat tergantung pada kinerja aparatnya.  
Menurut Parasuraman dkk yang dikutip oleh Fandy Tjiptono, (2005:70) 
model kualitas jasa yang paling populer dan hingga kini banyak dijadikan acuan 
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dalam riset menejmen dan pemasaran jasa adalah model.SERVQUAL (service 
quality). ada beberapa kriteria yang menjadi dasar penilaian SERVQUAL 
terhadap pelayanan yaitu:  
a. Tangible, atau bukti fisik yaitu kemampuan dalam menunjukkan 
eksitensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksudkan bahwa 
penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan 
lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dan pelayanan yang 
diberikan.  
b. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan 
pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.  
c. Responsiveness, atau tanggapan yaitu suatu kemauan untuk 
membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 
masyarakat dengan menyampaikan informasi yang jelas.  
d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, 
kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai untuk 
menumbuhkan rasa percaya terhadap pelanggan. Terdiri atas 
beberapa komponen diantaranya adalah komunikasi, kredibilitas, 
keamanan, kompetensi dan sopan santun. 
e. Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 
individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan 
berupaya memahami keinginan pelanggan.  
Berdasarkan uraian dapat disimpulkan mengenai dimensi kriteria 
atau indikator di atas, meliputi:  
a. Bukti langsung (tangibles)  
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b. Kehandalan (reliability)  
c. Daya tanggap (responsiveness)  
d. Jaminan (assurance)  
e. Empati (empat 
G. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Publik 
 Kasmir (2006;3), menyatakan bahwa dalam pemberian pelayanan 
yang optimal kepada pelanggan harus dilakukan sungguuh – sungguh dengan 
memperhatikan faktor-faktor utama dan faktor – faktor pendukung antara lain, 
adalah : 
1. Sumber Daya Manusia (Aparatur) dalam melayani pelanggan 
merupakan faktor utama, Karena hanya dengan aparat lah pelanggan 
dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka . 
2. Faktor sarana dan prasarana (Fisik), Faktor ini sangat mendukung 
terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Faktor fisik seperti 
kenyamanan ruangan yang meliputi : ruangan yang lebar, pendingin 
udara yang cukup, penyusunan meja kursi yang rapih dan artistik 
yang membuat suasana menjadi nyaman . 
3. Faktor Kualitas Produk, dimana produk yang disajikan seperti ragam 
produk atau jenis produk yang dijual lengkap, mutu atau isi produk 
berkualitas tinggi dan disesuaikan . 
 Ketiga faktor diatas ini harus saling mendukung satu sama lainnya, 
apabila salah satu faktor diabaikan maka kualitas pelayanan yang diberikan 
menjadi berkurang nilainya dan akan membuat pelanggan menjadi tidak percaya 
lagi pada instansi / organisasi tersebut. 
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 Berdasarkan keterangan diatas pelayanan akan lebih bermanfaat apabila 
memberikan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan 
standart pelayanan, penyedia layanan, pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan 
pelayanan yang memiliki acuan tentang bentuk, alasan, waktu, tempat , dan proses 
pelayanan yang seharusnya . 
 Dengan adanya kualitas dalam pelayanan, Maka suatu instansi 
pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang menyenangkan dan 
nyaman bagi para pelanggan / masyarakat. Dengan memberikan kualitas 
pelayanan yang baik akan memberikan dampak positif bagi para pelanggan 
dimana disitu akan memberikan respon yang baik pula mengenai apa yang telah 
diberikan suatu instansi pemerintah kepada masyarakat. 
 Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan 
tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat . apabila masyarakat 
tidak puas terhadapat suatu pelayanan yang disediakan maka pelayanan tersebut 
dapat dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien. Karena itu, kualitas 
pelayanan sangat penting dan selalu fokus kepada kepuasan pelanggan menurut 
Fitzsmmons and Fitzsimmons (2001:2). 
H. Indikator Kualitas Pelayanan Publik 
Pelayanan publik merupakan tuntutan masyarakat agar kebutuhan 
mereka baik secara individu maupun sebagai kelompok terpenuhi. Karena itu di 
tuntut dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. 
Menurut Tangkisan (2005:219) indikator kualitas pelayanan yaitu : 
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1. Kenampakan fisik (Tangible) meliputi fasilitas operasional  yang 
diberikan apakah telah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan 
tugas. 
2. Reliabitas (Reliability) meliputi sejauh mana informasi yang 
diberikan kepada klien tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 
3. Responsivitas (Responsivenes) yakni daya tanggap provider atau 
penyedia layanan dalam menanggapi komplain klien. 
4. Kompetensi (Competence) meliputi bagaimana kemampuan petugas 
dalam melayani klien, apakah ada pelatihan untuk meningkatkan 
kemampuan pegawai sesuai perkembangan tugas. 
5. Kesopanan (Courtesy) yaitu sikap petugas dalam memberikan 
pelayanan kepada klien. 
6. Kreadibitas (Credibility) meliputi reputasi kantor, biaya yang 
dibayarka, dan keberadaan petugas selama jam kerja. 
7. Keamanan (Security) apakah ada jaminan keamanan terhadap klien 
dalam mekanisme tersebut. 
8. Akses (Akses) meliputi kemudahan informasi mudah dan mudah 
menghubungi petugas, kemudahan mencapai lokasi kantor, 
kemudahan dalam prosedur. 
9. Komunikasi (Communication) meliputi bagaimana petugas 
menjelaskan prosedur, apakah klien segara mendapatkan respons 
jika terjadi kesalahan, apakah komplain dijawab dengan segera, 
apakah ada feedback. 
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10. Pengertian (Understanding the customer) mencakup 
pertanggungjawaban terhadap publik, mekanisme 
pertanggungjawaban kepada publik, apa saja yang 
dipertanggungjawabkan kepada publik, bagaimana keterlibatan 
kelompok kepentingan lainnya dalam pengambil keputusan. 
Dari beberapa teori diatas penulis menggambil kesimpulan bahwa 
pelayanan publik adalah proses dimana pemenuhan kebutuhan masyarakat yang 
berbentuk barang maupun jasa yang dilakukan oleh pemerintah. 
I. Tugas dan fungsi Dinas kependukan dan Pencatatan Sipil  
 Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi kependudukan 
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas sesuai dengan peraturan periundang-
undangan.  
 Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja kepala dinas, sekretaris, 
kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional 
di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. 
A. KEWENANGAN : 
1. Penetapan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran 
penduduk,bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, bidang 
pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
2. sosialisasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan 
informasi administrasi kependudukan, bidang pemanfaatan data 
dan inovasi pelayanan; 
32 
  
 
 
3. penyelenggaraan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran 
penduduk,bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, bidang 
pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
4. pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan 
pendaftaran penduduk,bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang 
pengelolaan informasi administrasi kependudukan, bidang 
pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
5. pembinaan dan pengembangan SDM pengelola pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil, dan informasi administrasi 
kependudukan; 
6. pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan di bidang 
pelayanan pendaftaran penduduk,bidang pelayanan pencatatan 
sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 
bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
7. penyelenggaraan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas. 
B. NAMA JABATAN DAN FUNGSI 
1. NAMA JABATAN: KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  mempunyai tugas pokok 
membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pelayanan pendaftaran 
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penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, mempunyai fungsi : 
a. Penetapan rencana kerja; 
b. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk, 
pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang kependudukan 
dan pencatatan sipil; 
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan 
sipil; 
e. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretaria/ketatausahaan Dinas; 
f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas. 
B. URAIAN TUGAS : 
a. Menetapkan rencana kerja; 
b. Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk, 
pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
c. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam 
penyelenggaraan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
d. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
e. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas; 
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f. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 
h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
i. Mengendalikan,  mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil;  
j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Kebenaran dan ketepatan rencana kerja; 
b. Ketepatan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk, 
pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan 
pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;    
d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;  
f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Dinas. 
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2. NAMA JABATAN :SEKRETARIS 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
 Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 
melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan draf rencana 
kerja, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.  
Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;  
c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis 
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;  
d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas; 
e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas; 
f. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan 
tugas Dinas; 
g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; 
h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 
kesekretariatan. 
B. URAIAN TUGAS : 
a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan draf rencana kerja; 
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 
kesekretariatan/ketatausahaan; 
c. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perumusan draf kebijakan teknis 
bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
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d. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;  
e. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian 
dan umum; 
f. melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan 
penyelenggaraan tugas Dinas; 
g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 
kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya; 
h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanakan tugas berjalan 
sesuai dengan proporsi masing-masing; 
i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
j. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan  oleh Atasan sesuai dengan 
paraturan perundang-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. kebenaran dan ketepatan penyusunan draf rencana kerja; 
b. ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan, dan 
bahan perumusan draf kebijakan teknis bidang kependudukan dan 
pencatatan sipil; 
c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang 
kesekretariatan;  
d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; 
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f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Sekretariat. 
3. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIANPERENCANAAN 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
 Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu 
Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data 
untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan melakukan penyiapan 
bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai 
fungsi  : 
a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan 
Dinas; 
c. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil;  
d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana 
kerja Dinas; 
e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana 
kerja Dinas; 
f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian 
Perencanaan. 
B. URAIAN TUGAS : 
a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan 
rencana kerja; 
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b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan 
kebijakan teknis perencanaan Dinas;  
c. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan 
kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
d. melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data 
kependudukan dan pencatatan sipil; 
e. melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas; 
f. melaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi; 
g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, 
serta menyajikan alternatif pemecahannya; 
h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 
sesuai dengan proporsi masing-masing; 
i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
bidang perencanaan, dan kebijakan teknis bidang kependudukan dan 
pencatatan sipil; 
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c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang 
perencanaan Dinas;  
d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; 
f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Subbagian Perencanaan. 
4. NAMA JABATAN :KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI: 
Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris 
dalam melakukan pengelolaan keuangan. 
 Untuk melaksanakan  tugas  tersebut, Kepala  Subbagian  Keuangan 
mempunyai fungsi: 
a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 
keuangan Dinas; 
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas; 
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian 
Keuangan. 
B. URAIAN TUGAS : 
a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan 
rencana kerja; 
b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan 
kebijakan teknis pengelolaan keuangan Dinas; 
c. melakukan pengelolaan anggaran Dinas; 
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d. melakukan pengelolaan perbendaharaan Dinas; 
e. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Dinas; 
f. melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; 
g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan 
keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya; 
h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai 
dengan proporsi masing-masing; 
i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
bidang pengelolaan keuangan Dinas; 
c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang 
pengelolaan keuangan Dinas;  
d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; 
f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Subbagian Keuangan. 
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5. NAMA JABATAN :KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 
membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 
rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai fungsi : 
a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 
urusan umum dan kepegawaian; 
c. pengelolaan urusan ketatausahaan; 
d. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan 
protokol; 
f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum 
dan Kepegawaian. 
B. URAIAN TUGAS : 
a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan 
rencana kerja; 
b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan 
kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; 
c. melakukan urusan ketatausahaan Dinas; 
d. melakukan urusan administrasi kepegawaian; 
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e. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan 
protokol; 
f. melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas; 
g. melakukan pengelolaan kearsipan Dinas; 
h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan 
urusan umum dan kepegawaian, serta menyajikan alternatif pemecahannya; 
i. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 
sesuai dengan proporsi masing-masing; 
j. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
k. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; 
c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan 
pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;  
d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; 
f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Subbagian Umum dan Kepegawaian.. 
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6. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN 
PENDUDUK 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 
teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 
b. Perumusan  kebijakan teknis pendaftaran penduduk; 
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran 
penduduk; 
d. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 
e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 
f. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; 
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 
B. URAIAN TUGAS : 
a. Melaksanakan pengolahan dan penelahaan data sebagai bahan penyusunan 
rencana kerja; 
b. Melaksanakan pengolahan dan penelahaan data sebagai bahan perumusaan 
kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk; 
c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 
pendaftaran penduduk; 
d. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk; 
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e. Melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 
f. Melaksanakan pedokumentasian pendaftaran penduduk; 
g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 
pendaftaran penduduk serta menyajikan alternatif pemecahannya; 
h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai 
dengan proporsi masing-masing; 
i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi; 
j. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Kebenaran dan keakuratan data sebagai  bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
pelayanan pendaftaran penduduk; 
c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas dan pendaftaran 
penduduk; 
d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
e. Kelancaran dan keefektifan pelaksananaan koordinasi; 
f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 
7. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
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Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok Melaksanakan 
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala  Seksi Identitas Penduduk 
mempunyai fungsi :  
a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk 
kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu 
identitas anak; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk yang meliputi biodata penduduk, nomor 
induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu 
identitas anak; 
c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 
dan penerbitan dokumen peendaftaran penduduk meliputi biodata 
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda 
penduduk elektronik, kartu identitas anak; 
d. Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 
meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, 
kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak; 
e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen 
pendaftaran penduduk; 
f. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk 
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kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu 
identitas anak; 
B. URAIAN TUGAS : 
a. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pelayanan dan 
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, 
nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk 
elektronik, kartu identitas anak ; 
b. Menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk yang meliputi biodata penduduk, nomor 
induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu 
identitas anak; 
c. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanan pelayanan 
dan penerbitan dokumen peendaftaran penduduk meliputi biodata 
penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda 
penduduk elektronik, kartu identitas anak; 
d. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 
meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, 
kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;  
e. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Identitas 
Penduduk dan menyajikan alternatif pemecahannya; 
f. Melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan penerbitan penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk; 
g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 
sesuai dengan proporsi masing-masing; 
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h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyallitas bawahan. 
i. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Kebenaran dan ketetapan bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
identitas penduduk; 
c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas dan pelayanan 
identitas penduduk; 
d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. Kelancaran dan keefektifan pelaksananaan koordinasi; 
f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
seksi identitas penduduk. 
8. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PINDAH DATANG DAN 
PENDATAAN  PENDUDUK 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk  mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam 
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang dan 
pendataan penduduk. 
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Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala  Seksi Pindah Datang dan 
Pendataan Penduduk mempunyai fungsi :  
a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang dan 
pelaksanaan pendataan penduduk; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang dan 
pelaksanaan pendataan penduduk; 
c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 
pindah datang dan pendataan penduduk; 
d. Pelaksanaan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk; 
e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah 
datang dan pendataan penduduk; 
B. URAIAN TUGAS : 
a. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan pindah 
datang dan pendataan penduduk; 
c. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 
pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk; 
d. Melaksanakan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk; 
e. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pindah 
datang dan pendataan penduduk  dan menyajikan alternatif pemecahannya; 
f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 
sesuai dengan proporsi masing-masing; 
g. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyallitas bawahan. 
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h. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Kebenaran dan ketetapan bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan 
teknis pindah datang dan pendataan penduduk; 
c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas dan pelayanan 
pindah datang dan pendataan penduduk; 
d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. Kelancaran dan keefektifan pelaksananaan koordinasi; 
f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
seksi pindah datang dan pendataan penduduk. 
9. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN 
SIPIL 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan penyiapan perumusan 
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan 
Sipil mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil. 
b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil; 
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c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pe;aksanaan pelayanan pencatatan 
sipil; 
d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 
e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; 
f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; 
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil. 
B. URAIAN TUGAS.  
a. Melaksanakan rencana kerja pelayanan pencatatan sipil; 
b. Merumuskan kebijakan teknis pencatatan sipil; 
c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pe;aksanaan pelayanan pencatatan 
sipil; 
d. Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil; 
e. Melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil; 
f. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; 
g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Kebenaran dan ketepatan bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil; 
c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas dan pelayanan 
pencatatan sipil; 
d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; 
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f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
bidang pelayanan pencatatan sipil. 
10. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI  KELAHIRAN DAN KEMATIAN 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
 Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melakukan 
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan 
kematian.  
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran 
dan Kematian mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran 
dan kematian ; 
b. penyiapan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pencatatan 
kelahiran dan kematian ; 
c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian pelayanan 
pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian ; 
d. pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian ; 
e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan 
pencatatan kematian; 
f. penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 
Pencatatan Kelahiran dan Kematian.   
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B. URAIAN TUGAS. 
a. Melaksanakan pengolahan dan penyiapan data sebagai bahan perencanaan 
kerja; 
b. Melaksanakan pengolahan dan penyiapan data sebagai bahan perumusan  
kebijakan tekhnis pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian ; 
c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelayanan pencatatan kelahiran 
dan pencatatan kematian ; 
d. Melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian 
pada register dan kutipan akta, serta penerbitan surat keterangan lahir mati ; 
e. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan 
pencatatan kematian; 
f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pencatatan 
kelahiran, lahir mati dan, kematian, serta menyajikan alternatif 
pemecahannya ; 
g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaannya berjalan 
sesuai dengan proporsi masing – masing ; 
h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan, loyalitas bawahan ; 
i. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Terlaksananya pengolahan dan penyiapan data sebagai bahan perencanaan 
kerja; 
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b. Terlaksananya pengolahan dan penyiapan data sebagai bahan perumusan  
kebijakan tekhnis pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian ; 
c. Terlaksananya pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian 
pada register dan kutipan akta, serta penerbitan surat keterangan lahir mati ; 
d. Terlaksananya pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan 
pencatatan kematian ; 
e. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan, pelaporan pelaksanaan tugas 
Seksi Kelahiran dan Kematian. 
11. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN,  
PERUBAHAN STATUS ANAK  DANPEWARGANEGARAAN 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
 Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status  anak 
dan Pewarganegaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 
Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan 
pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan 
anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.  
 Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan, 
Perceraian, Perubahan Status anak dan Pewarganegaraan mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, 
perubahan status anak dan perubahan status kewarganegaraan; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan 
perkawinan, perceraian, perubahan status  anak dan perubahan status 
kewarganegaraan; 
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c. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian pelayanan pencatatan 
perkawinan, perceraian, perubahan status  anak dan perubahan status 
kewarganegaraan; 
d. pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan 
anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status 
kewarganegaraan; 
e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan, 
perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan 
perubahan status kewarganegaraan; 
f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pencatatan 
Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status  anak dan Pewarganegaraan. 
B. URAIAN TUGAS. 
a. Melaksanakan pengolahan dan penyiapan data sebagai bahan perencanaan 
kerja ; 
b. Melaksanakan pengolahan dan penyiapan data sebagai bahan perumusan  
kebijakan teknis pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status  anak 
dan perubahan status kewarganegaraan; 
c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelayanan pencatatan 
perkawinan,perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan 
anak dan perubahan status kewarganegaraan 
d. Melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan 
anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status 
kewarganegaraan pada register dan kutipan akta; 
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e. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan, 
perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan 
perubahan status kewarganegaraan; 
f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pencatatan 
perkawinan, perceraian, perubahan status  anak dan perubahan status 
kewarganegaraan serta menyajikan alternatif pemecahannya ; 
g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaannya berjalan 
sesuai dengan proporsi masing – masing ; 
h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan, loyalitas bawahan ; 
i. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; 
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Terlaksananya pengolahan dan penyiapan data yang benar dan akurat 
sebagai bahan perencanaan kerja ; 
b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
pencatatan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan 
perubahan status kewarganegaraan; 
c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, pelayanan dan 
pendokumentasian pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status  
anak dan perubahan status kewarganegaraan; 
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d. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status  anak dan 
Pewarganegaraan. 
Sumber (Lampiran X.B Peraturan Bupati TegalNomor 71 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - 
Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal) 
  
J. Administrasi Kependudukan 
 Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan 
dan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melaui pendaftaran 
penduduk, pencacatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan 
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 
lain. 
  Masalah Administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat 
berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem Administrasi Kependudukan 
tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai 
dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. 
Pengertian Administrasi Kependudukan itu sendiri sebagaimana di jelaskan 
didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Administrasi Kependudukan. 
 Perencanaan di segala bidang memerlukan data penduduk. Banyaknya 
penduduk asli maupun pendatang yang tak terdata akan menyulitkan dan 
menghambat perencanaan pemerintahan daerah, karena itulah diperlukan 
pengelolaan data administrasi kependudukan yang akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
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Kotabaru merupakan organisasi pelaksana dalam penyedia. data kependudukan 
serta sebagi penanggung jawab penerbitan dokumen administrasi kependudukan 
sebagaimana diamanatkan undang undang. 
  Administrasi dalam arti luas berarti keseluruhan proses penyelenggaraan 
kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada rasional tertentu oleh dua lebih dalam 
rangka pencapaian satu yujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan 
menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula (Siagian.2001:267). 
  Administrasi dipahami sebagai “keseluruhan proses kerja sama” antara 
dua orang atau lebih yang berdasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan 
sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berasil guna. Administrasi 
memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainnya kelancaran usaha 
kegiatan, maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. 
Sehingga dengan demikian dapat dikatakan administrasi juga merupakan urat nadi 
perusahaan dan administrasi juga dapat memperlihatkan fakta dan keterangan/data 
yang meliputi catatan yang akurat,formulir serta laporan yang meliputi tugas 
administrasi.  Pemahaman yang tepat tentang peranan administrasi dalam 
kehidupan modern sangat tergantung pada definisi yang digunakan sebagai titik 
tolak pikir.apabila definisi diatas disimak, akan terlihat paling sedikit 3 hal yaitu : 
a. Administrasi merupakan suatu seni sekaligus sebagai proses. 
Sebagai seni, penarapan administrasi memerlukan kiat tertentu yang 
sifatnya sangat situasional dan kondisional. Administrasi seluru 
terikat pada kondisi,situasi,waktu dan tempat. 
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b. Administrasi memiliki unsur-unsur tertentu yaitu adanya dua orang 
atau lebih, orang-orang tersebut bekerja sama dalam hubungan yang 
sifatnya formal dan hirarkis, adanya tujuan yang ingin dicapai. 
Adanya tugas-tugas yang harus dilakukan dan tersedianya sarana dan 
prasarana tertentu. 
c. Administrasi sebagai proses kerja sama bukanlah merupakan hal 
baru karena administrasi seseungguhnya timbul bersamaan dengan 
timbulnya peradaban manusia. Mengenai administrasi dapat 
dijelaskan bahwa administrasi organisasi yang bekerja sama dengan 
sub sistem lain membentuk suatu tujuan.  
 Ridwan, HR (2002:23) mengemukakan Administrasi Negara 
adalah keseluruhan Aparatur pemerintah yang melakukan berbagai aktifitas atau 
tugas-tugas negara selain tugas pembuatan Undang-Undang dan peradilan. 
Sedangkan Menurut Miftha Thoha (2008:7) sebagian besar persoalan 
Administrasi Negara adalah bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi 
Negara merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan nasyarakat 
tersebut. 
 Dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan 
dimana yang berperan penting dan yang berkewajiban menyelenggarakan urusan 
Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah provinsi dan 
Pemerintahh Kabupaten/Kota. Peranan pemerintah adalah untuk memastikan 
bahwa interplay kepentingan pribadi bagi setiap individu bisa berjalan secara 
bebas dan terbuka (Miftha Thoha,2008:85). 
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  Mengenai peranan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah 
berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi 
Kependudukan secara Nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan 
meliputi : 
a. Kondinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan. 
b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi 
Kependudukan, sosialisasi Administrasi Kependudukan. 
c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan 
Administrasi Kependudukan. 
d. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional, 
dan  
e. Pencetakan, penerbita, dan distribusi blangko Dokumen 
Kependudukan.  
 Sementara itu dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil memiliki kewajiban dalam melaksanakan urusan Administrasi 
Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : 
a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting. 
b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap 
Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 
Penting. 
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c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen 
Kependudukan. 
d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 
Sipil. 
e. Menjamin keberasilan dan keamanan data atas Peristiwa 
Kependudukan dan Peristiwa Penting 
f. Melakukan verifikasi dan validasi dan informasi yang disampaikan 
oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Pendudukan dan 
Pencatatan Sipil. 
 Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai penyelenggaraan 
urusan Administrasi Kependudukan menjtanggungjawab Pemerintah 
Kabupaten/Kota, dimana pelaksanaannya diawali dari desa selaku ujung tombak 
Pendaftaran Penduduk, hingga setiap penduduk terdaftar secara Administrasi 
sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu 
dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk merasa dapat pelayanan yang 
memuaskan, karena Administrasi Kependudukan juga menyangkut tentang 
Pelayanan Publik. 
 Menurut M.Marwan dan Jimmy P (2009:18) adressanta adalah pemohon 
pihak atau orang yang mengajukan permohonan kepada suatu instansi atau suatu 
badan Pemerintah dengan menandatangani surat permohonan sehingga akan 
tercipta Administrasi Kependudukan yang baik lagi tertib dan bersih. 
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K. Fungsi Administrasi 
 Fungsi administrasi adalah untuk menentukan tujuan organisasi dan 
merumuskan kebijaksanaan umum. Dalam proses pelaksanaan ini, administrasi 
mempunyai tugas-tugas tertentu yang harus dilakukan sendiri dan tugas-tugas 
itulah yang biasanya disebut sebagai fungsi-fungsi administrasi antara lain : 
1) Planning(Perencanaan) 
 Perencanaan adalah suatu rincian yang merupakan organisasi yang 
besar didalamnya ada penyusunan dan perumusan rencana 
diserahkan kepada sekelompok staf perencana, akan tetapi penetapan 
merupakan tugas dan tanggungjawab manajemen (Daft,2006:8) 
2) Organizing (Pengorganisasian) 
 Penengorganisasian adalah suatu kegiatan yang menyangkut tipe-
tipe struktur organisasi dan prinsip-prinsipnya, sejarah organisasi, 
gaya manajerial yang tepat digunakan, sifat dan jenis dari berbagai 
bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan (Daft,2006:9). 
3) Leading (Kepemimpinan) 
 Kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang melihatkan 
penggunaan pengaruh untukmemotivasi karyawan meraih sasaran 
organisasi (Daft,2006:10) 
4) Controlling (Pengendalian) 
 Pengendalian adalah fungsi keempat yang mempunyai arti memantau 
aktifitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian 
sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan (Daft,2006:11) funsi yang 
dijalankan pada administrasi kontor tersebut sangat mendekati dengan fungsi-
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fungsi dalam teori sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari, adanya pengelolaan 
surat menyurat yang merupakan petunjuk pelaksanaan sumber daya yang ada pada 
karyawan sehari-hari adanya struktur organisasi dan pembagian 
tugas,motivasi,pelatihan dan pengembangan karyawan dan sebagainya. 
 Dari beberapa teori diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa 
Administrasi Kepenndudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 
dalam penerbitkan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran 
penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta 
pemdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. 
L. Indeks Kepuasan Masyarakat 
 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) menurut Kepmenpen No 16 tahun 
2014 adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang 
diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan dari hasil pengkuran secara kualitatif atas pendapat 
masyarakat dalam memperoleh .pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 
publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 
 Sebagai dasar dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
terdiri dari 14 unsur/indikator sebagai berikut :  
1. Prosedur pelayanan  
2. Persyaratan pelayanan  
3. Kejelasan petugas pelayanan  
4. Kedisiplinan petugas pelayanan 
5. Tanggung jawab petugas pelayanan  
6. Kemampuan petugas pelayanan  
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7. Kecepatan pelayanan  
8. Keadilan dan mendapatkan pelayanan 
9. Kesopanan dan keramahan petugas  
10. Kewajaran biaya pelayanan  
11. Kepastian biaya pelayanan  
12. Kepastian jadwal pelayanan  
13. Kenyamanan lingkungan  
14. Keamanan pelayanan 
Menurut Tjiptono (1997:31), Indeks Kepuasan masyarakat pelanggan 
adalah mengukur perbedaan antara apa yang ingin diwujudkan oleh pelanggan 
dalam memberi suatu produk atau jasa dan apa yang sesungguhnya ditawarkan 
perusahaan. Sedangkan Bragan (1992:51-53) memberikan alasan penggunaan 
Indeks kepuasan Pelanggan sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas pelayanan 
adalah berdasarkan kebanyakan pendapat yang mengatakan bahwa untuk 
mengetahui program mutu, apapun bentuk organisasinya keberhasilan dari 
program mutu tersebutbdiukur dari kepuasan pelanggan. 
Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik 
yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Indeks; Kepuasan 
Masyarakat (IKM) unit pelayanan diperlukan pedoman umum yang digunakan 
sebagai acuan bagi Instansi, Pemerintah Pusat , Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan dilingkungan 
insttansi masing-masing. Menurut PerMenPan No.16 tahun 2014 ada 14 (empat 
belas) unsur yang dapat diberlalukan untuk semua jenis pelayanan, untuk 
mengukur indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan. 
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Namun demikian, masing- masing unit pelayanan dimungkinkan untuk 
menambah unsur yang dianggap relevan dengan karakteristiknya. Pedoman 
Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat Dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit 
Pelayanan instansi pemerintahan dalam menyusun indeks kepuasan masyarakat, 
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala 
sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatn kualitas 
pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat 
dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang 
bersangkutan. (SUAIB RUMADAN ,2016) 
M. Konsep Dasar Indeks Kepuasan Masyarakat 
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informan 
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh melalui hasil 
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif, atas masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan 
publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. 
2. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah Instansi Pemerintah 
3. Instansi Pemerintahan adalah Instansi pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. 
4. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam rangka 
pelaksanaan ketentuaan peraturan perundang-undangan. 
5. Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/Dinas/Kontor pelayanan 
pada pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung 
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memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan dalam hal ini 
adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
6. Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang 
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan dari aparatur 
penyelenggara pelayanan publik. 
7. Penerima Pelayanan Publik adalah orang masyarakat lembaga 
instansi pemerintah, dan dunia usaha yang menerima pelayanan dari 
aparatur penyelenggara pelayanan publik. 
8. Kepuasan Pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat 
terhadap kinerja pelayanan yang memberikan oleh aparatur 
penyelenggara pelayanan publik. 
9. Unsur Pelayanan adalah faktor atau aspek yang mendapat dalam 
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel 
penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui kinerja 
unit pelayanan. 
Unsur Pelayanan meliputi : 
1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan terhadap pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayanan. 
2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanannya. 
3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 
petugas yang memberikan pelayanan. 
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4) Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu, kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 
tanggung jawab petugas dalam penyekenggaraan dan penyelesaian 
pelayanan. 
6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu keahlian dan keterampilan 
yang memiliki petugas dalam memberikan/penyelesaikan pelayanan 
kepada masyarakat 
7) Kecepatan petugas pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 
disesuaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 
penyelenggara pelayanan. 
8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 
dengan tidak membedakan golongan/ststus masyarakat yang 
dilayani. 
9) Kesopanan dan kerahmahan petugas, yaitu sikap dan perilaku 
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
sopan dan ramah serta saling menghagai dan menghormati. 
10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 
terhadap besarnya biaya yang diterapkan oleh unit pelayanan. 
11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan. 
12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
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Unsur pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana. Pelayan publik 
wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi penggunan layanan agar 
masyarakat sebagai pengguna layanan merasa nyaman. Dengan tersedianya sarana 
dan prasarana yang lengkap, petugas juga akan mudah memberikan layanan. 
Unsur yang terakhir adalah masyarakat sebagai pengguna layanan. Masyarakat 
mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pelayanan. 
Tetapi selain memiliki hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk 
mematuhi prosedur pelayanan yang telah ditetapkan petugas agar terjadi 
keseimbangan hak dan kewajiban baik penerima layanan maupun pemberi 
layanan. 
Menurut Ibrahim (2008:22, kualitas pelayanan publik merupakan suatu 
kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa , manusia, proses dan 
lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan padasaat terjadinya 
pemberian pelayanan publik tersebut. 
Menentukan kualitas pelayanan publik tersebut ciri-ciri atau atribut-atribut 
tersebut menurut Tjiptono (1995:25) antara lain : 
1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu 
proses 
2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan  
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan 
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas 
yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer 
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5. Kenyamanan dan memperoleh pelayanan, berkaitan dengan 
lokasi,ruang tempat pelayanan, tempat parkir,ketersediaan informasi 
dan lain-lainnya 
6. Atribut yang pendukung pelayanan lainnya seperti AC, kebersihan 
dan lain-lain. 
 Menurut Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara No.16 Tahun 
2014 salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlunya 
disusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat 
kualitas pelayanan. Disamping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat akan 
menjadi bahan penelitian terhadap unsur pelayanan yang perlu perbaikan dan 
menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan 
kuliatas pelayanan. 
 Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik 
yang berbeda maka untuk memudahkan penyusunan indeks kepuasan masyarakat 
(IKM) unit pelayanan diperlukan pedoman umumyang digunakan sebagai acuan 
bagi instansi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan di masing- 
masing. Menurut PerMenpan No.16 Tahun 2014 ada 9 (sembilan) unsur yang 
dapat diberlakukan untuk semua jenis pelayanan, untuk mengukur Indeks 
Kepuasan Masyarakat. Tolak ukur pengukuran IKM ( indeks kepuasan 
masyarakat) dalam hal ini menggunakan PerMenpan ada 9 unsur yaitu mengatur 
tentang penilaian IKM (indeks kepuasan masyarakat) unit pelayanan publik yaitu : 
1. Persyaratan  
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Persyaratan adalah syarat yang harus di penuhi dalam pengukuran 
suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi. 
2. Prosedur  
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi 
dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 
3. Waktu Pelayanan 
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 
4. Biaya/Tarif 
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 
pelayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan yang 
besarnya ditetapkan berdasatkan kesepakatan antara penyelenggara 
dan masyarakat. 
5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan  
Produk Spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang 
diberikan dan di terima sesuai dengan ketentuan yang telah 
diterapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap 
spesifikasi jenis pelayanan. 
6. Kompetensi pelaksana 
Kompetensi pelaksana adalah kemanpuan yang harus dimiliki oleh 
pelaksana meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan 
pengalaman. 
7. Perilaku pelaksana 
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Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 
pelayanan. 
8. Maklumat Pelayanan 
Maklumat Pelayanan adalah merupakan penyataan kesanggupan dan 
kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai 
dengan standar pelayanan. 
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 
Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara 
pelaksanaan penangan pengaduan dan tindak lanjut. 
Dari beberapa teori diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kepuasaan 
masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja 
pelayanan yang diberikan aparatur penyelenggara pelayanan publik merbandingan 
antara kinerja yang di rasakan tidak sesuai harapan. 
II.2 Definisi Konsepsional 
Menurut Masri Srirangimbun (1985) yang di maksud dengan konsep adalah 
unsur penelitian yang terpenting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para 
peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena alami atau dengan 
kata lain bahwa konsep adalah generalisasi dan sekelompok fenomena tertentu 
sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama. 
Jadi definisi konsep adalah definisi yang menggambarkan suatu abstrak dari 
hal-hal yang perlu mengamati sehingga akan mudah dipahami. Dalam definisi 
konsepsional ini dapat penulis uraian sebagai berikut : 
1. Pelayanan publik, , merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh 
instansi/organisasi pemerintah yang memberikan kebutuhan masyarakat. 
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Pelayanan publik dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yakni : 
(1)pelayanan barang jasa, (2) pelayanan kebutuhan administrasi. 
2. Indeks Kepuasan Masyarakatadalah angka yang menunjukkan nilai yang 
diberikan masyarakat berdasarkan atas unsur yang digunakan untuk 
menganalisis penilaian kepuasan atas pelayanan. 
II.3 Pokok Penelitian 
Pokok- pokok penelitian merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti 
menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-
indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. 
1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dilihat dari sisikesederhanaan alur pelayanan. 
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 
diperlukan untuk mendapatkanpelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanannya. 
3.  Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas 
yang memberikan pelayanan (nama,jabatan serta kewenangan dan 
tanggung jawabnya). 
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadapkonsistensi waktu kerja sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 
tanggung jawab petugas dalampenyelenggaraan dan penyelesaian 
pelayanan. 
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6.  Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 
yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan 
kepada masyarakat. 
7.  Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unitpenyelenggara pelayana. 
8.  Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaanpelayanan dengan 
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 
9.  Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas 
dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat secara sopan dan ramah 
serta saling menghargai dan menghormati. 
10.  Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauanmasyarakat terhadap 
besamya biaya yang ditetapkan olehunit pelayanan. 
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 
dengan biaya yang telah ditetapkan\. 
12.  Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 
yang bersih, rapi, dan teratursehingga dapat memberikan rasa nyaman 
kepada penerimapelayanan. 
14.  Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan 
unit penyelenggara pelayanan ataupun saranayang digunakan, sehingga 
masyarakat merasa tenanguntuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko- 
risiko yangdiakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 
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BAB III 
 METODE PENELITIAN 
 
III.1 Tipe Penelitian 
Pada penyelesaian suatu masalah yang dihadapi metodologi penelitian 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian ilmiah disini 
diperlukan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti 
sebelumnya, sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. 
Sugiyono (2006), membedakan penelitian tujuan, pendekatan, tingkat 
eksplanasi,serta analisis dan jenis datanya. Menurut tingkat eksplanasinya, 
Sugiyono (2006) mengelompokkan penelitian menjadi: 
a. Penelitian Eksplorer (Eksploratif) 
Penelitian ini bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam 
pengetahuan suatu gejala tertentu atau mendapat ide-ide baru mengenai 
gejala-gejala itu dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah 
secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis. 
b. Penelitian Deskriptif 
Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan. Dalam bukunya Prof. 
Sugiono, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk  
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 
variabel yang satu dengan variabel yang lain. 
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c. Penelitian Komparatif 
Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian yang bersifat 
membandingkan. 
d. Penelitian Asosiatif atau hubungan 
Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yakni sebuah desain yang 
memberi kemudahan bagi peneliti untuk merekam, memantau dan 
mengikuti proses suatu peristiwa atau kegiatan sebuah organisasi 
sebagaimana adanya dalam suatu kurung waktu tertentu dan selanjutnya 
diinterpretasikan untuk menjawab masalah penelitian. Sebagaimana 
dijelaskan oleh Locke, Spriduso dan Silferman dalam Creswell (1994:147): 
“Qualitative research is interpretative research. As such the blases, values 
and judgement of the researches become stated explicity in the research 
report. Such openness is considered to be useful and posetive”  
Sedangkan, metode analisis deskriptif yang dikemukakan oleh 
Sugiono (2011: 79) “adalah metode yang digunakan untuk mengambarkan 
atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk 
membuat kesimpulan yang lebih luas”.  
Digunakannya metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, 
dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, 
dan akurat mengenai suatu objek, suatu set kondisi pada masa sekarang 
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serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode penelitian dirasakan 
perlu, guna memperoleh data yang akurat dan pengembangan pengetahuan 
serta menguji suatu kebenaran di dalam pengetahuan tersebut dan ini akan 
menentukan nilai ilmiah atau tidaknya suatu hasil penelitian yang telah 
dilakukan. Penggunaan metode deskriptif didasarkan pada asumsi bahwa 
penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan keterangan atau gambar secara 
aktual dan faktual terhadap gejala sosial, dalam arti bahwa penelitian 
tersebut memusatkan pada pemecahan masalah yang terjadi pada masa 
sekarang, yaitu memperoleh gambaran yang nyata mengenai tingkat 
kepuasan masyarakat pada pelayanan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil  2018 di Kabupaten Tegal. 
Peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-
fenomena yang diteliti, kemudian digambarkan ke dalam bentuk uraian-
uraian yang menunjukan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat pada 
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018 Kabupaten 
Tegal. 
Oleh karena itu, selama proses penelitian, peneliti akan lebih banyak 
berkomunikasi dengan subjek penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, 
dan masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Selajutnya dalam penelitian 
ini peneliti akan lebih banyak menguraikan secara deskriptif hasil temuan-
temuan di lapangan. 
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III.2 Jenis dan Sumber Data 
Dalam setiap penelitian, seorang peneliti dituntut untuk menguasai 
teknik dalam pengumpulan data sehingga mendapatkan yang akan diproses 
sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian tersebut. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif. 
Sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 
bersumber pada dua jenis data, yaitu: 
1. Data Primer 
  Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
sumbernya, melalui angket yang di sebar langsung kepada responden dan 
pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini 
penulis melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat mengguna 
jasa layanan dan Petuagas yang melayani bidang Pelayanan di Dinas 
kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. 
2. Data Sekunder  
Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh  secara tidak langsung 
langsung. Data ini diperoleh melalui monografi, laporan-laporan, 
dokumen-dokumen, brosur-brosur dan data-data lain yang telah 
dipublikasikan baik dalam surat kabar maupun media massa yang lain. 
Data sekunder ini sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu : 
a. Bahan Hukum Primer 
 Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan 
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hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi 
oleh pembentuk hukum negara. Bahan-bahan hukum primer dalam 
penelitian ini terdiri dari: 
a. Undang-Undang Dasar 1945 
b. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 
c. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi 
Kependudukan 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian 
kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang 
bersifat teoritis, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan 
permasalahan. 
c. Bahan Non-Hukum 
Data tersier yaitu bahan yang memberikan definisi, petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi 
kamus umum, jurnal-jurnal, artikel-artikel di internet dan hasil 
penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan 
diteliti dalam penelitian ini. 
 
III.3 Informan Penelitian 
1. Sumber Informasi 
Informan yaitu sejumlah narasumber dan orang yang dimintai 
keterangan berkaitan dengan data yang tidak diperoleh secara tidak 
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langsung dari sumber utama. Penelitian ini, menggunakan beberapa 
sumber informasi / pemilihan informan yang berhubungan dengan 
masalah yang akan diteliti. 
2. Pemilhan informan 
Menurut pendapat Spradley dalam Faisal (1990:45) informan harus 
memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :  
1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan 
atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian 
dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di 
luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.  
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan 
kegiatan yang menjadi sasaran atau penelitian.  
3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan unuk 
dimintai informasi.  
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah 
atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam 
memberikan informasi.  
Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 
purposive sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja 
berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan 
tujuan penelitian.  
Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam 
penelitian ini adalah informan yang mengerti mengenai peraturan dan tata 
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cara terkait pilkada serentak.Sehinggadalam penelitian ini dapat ditentukan 
yang bertindak sebagai narasumber adalah dengan rincian sebagai berikut: 
a. Kasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan  
b. Masyarakat pengguna jasa layanan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Untuk melengkapi informasi yang akan di 
dapat dari informan, agar  menjadikan kroscek siapa saja yang dianggap 
tahu apa yang akan di teliti, maka akan diambil dari 80 Responden yang 
terdiri dari  masyarakat Kabupaten Tegal yang menggunakan jasa 
layanakan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal 
2018. 
III.4 Teknik Pengumpulan Data 
Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang 
lebih menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya 
berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di 
lokasi penelitian 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi 
kepustakaan, teknik wawancara, dan observasi, yaitu: 
a. MetodeAngket (Masyarakat)   
Adalah teknik pengumpulan data dengan membuat pertanyaan 
yang ada hubungannya dengan penelitian, dan pertanyaan tersebut akan 
diajukan kepada responden yang terdiri dari masyarakat Kabupaten 
Tegal yang menggunakan jasa layanan di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. untuk disi sesuai dengan jawaban 
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yang telah disediakan dalam keadaan sebenarnya. 
Dalampenelitianiniinipenulismenggunakanpertanyaanskalalikertuntukm
engukursikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang 
fenomena social (Sugiyono, 2002:73) yang alternative jawaban 
tujuanya dibuat dengan system tingkatan atau skala. Contohnya 
sangatsetuju, setuju, kurang setuju ,tidak setuju. Untuk kepentingan 
analisis, maka jawaban itu dapat diberi skor sebagai berikut : 
 Skor4 : Sangat Setuju 
 Skor3 :Setuju 
 Skor2 : Kurang setuju 
 Skor1 : Tidak setuju 
b. Studi kepustakaan  
Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan 
cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan 
yang berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan 
penulisan. 
c. Wawancara 
Teknik wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi 
verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang 
diinginkan, yaitu dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara 
lisan untuk dijawab secara lisan pula. 
Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 
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makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 2002:231) dalam buku 
Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Wawancara 
digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 
harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 
responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini 
mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 
setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 
Wawancara dilakukan dengan wawancara terbuka, yaitu kondisi 
dimana para subjek penelitian tahu bahwa mereka sedang diwawancarai 
dan mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara. Peneliti dalam 
melakukan wawancaraberpedoman pada pedoman wawancara, agar apa 
yang ditanyakan kepada narasumber tidak melenceng dari tujuan 
penelitian. Peneliti menggunakan pedoman wawancarahanya berupa 
garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 
Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh 
informasi secara langsung dari sumber yang dipercaya dan relevan 
tentang kepuasan masyarakat pada pelayanan di Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tahun 2018. 
d. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data mengkaji dokumen- 
dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang 
berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang 
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berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
seseorang. Dalam hal dokumen (Bogdan, 240) menyatakan bahwa hasil 
penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredible/dapat 
dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik 
dan seni yang telah ada. 
Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian agar 
lebih valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga 
penelitian bahkan bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. 
Foto-foto ini akan membantu memuat karakteristik-karakteristik kasus 
penting bagi para pengamat luar. 
III.5  Teknik Dan Analisis Data 
Bogdan (dalam Dugiono, 2016:244) menyatakan bahwa analisis data 
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari 
wawancara catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 
dipahami dan temuaannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif menggunakan rumus IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat) untuk 
menjawab tentang Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan pengambilan teknik sample 
Insidental Slamping adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 
yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan 
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peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 
kebetulan ditemui cocok sampai sumber data. (prof. Dr. Sugiono).Data-data 
yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara selanjutnya di olah 
dengan menggunakan rentang skala untuk mengetahui hasil dari kepuasan 
masyarakat pada pelayanan publik maka penulis menggunakan rumus IKM 
(Indeks Kepuasan Masyarakat) . 
Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di hitung dengan 
menggunakan “ nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. 
Dalam perhitungan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 14 unsur rumus 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
Untuk memperoleh nilai IKM pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata 
tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 
 
 
Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 
maka hasil penilaian tersebut diatas konversikan dengan nilai dasar 25, dengan 
rumus sebagai berikut : 
 
  
     Jumlah bobot  1 
 
Bobot nilai rata-rata tertimbang =  ...................................... =    .......... = 0,071 
 
     Jumlah Unsur   14 
  Total dari Nilai Persepsi Per Unsur 
IKM = ----------------------------------------------------------------- x Nilai 
Penimbang 
  Total Unsur yang terisi 
IKM UNIT Pelayanan x 25 
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Berikut tabel mengenai nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu 
pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang digunakan dalam menyusun indeks 
IKM. 
Tabel III.1  
Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja 
unit pelayanan 
NILAI 
PERSEPSI 
NILAI 
INTERVAL 
IKM 
NILAI 
INTERVAL 
KONVERSI 
IKM 
MUTU 
PELAYANAN 
KINERJA 
UNIT 
PELAYANAN 
1 1,00 – 1,75 25,00 – 43, 75 D Tidak Baik 
2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 
3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 
4 3,26 – 4, 00 81,26 – 100 A Sangat Baik 
Sumber : Kep/25/M.PAN/2/2004 
III.6 Sistematika Penulisan 
BAB 1 PENDAHULUAN  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
BAB III METODE PENELTIAN 
BAB IV DESKRIPSI WILAYALAH PENELITIAN 
BAB VPEMBAHASAN 
BAB VI PENUTUP  
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IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Tegal 
Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa 
Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6” s/d 109°21'30” Bujur 
Timur dan 6°50'41" s/d 7°15'30" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 878,79 
km persegi, yang terbagi dalam 18 kecamatan dengan 281 desa dan 6 kelurahan 
Dengan keberadaan sebagai salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir 
utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di 
persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-
Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal. 
Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal sebagai berikut:  
 Sebelah Barat : Kabupaten Brebes  
 Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang  
 Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas  
 Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa 
 Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa 
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Gambar IV.01 
Peta Administrasi Kabupaten Tegal 
 
 
Sumber:http://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14 
Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, 
yaitu : 
1. Daerah pantai/pesisir meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja 
(3 kecamatan dengan 43 desa/kelurahan); 
2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, 
Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah 
Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah (10 kecamatan dengan 
159 desa/ kelurahan) 
3. Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, 
Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan 
Kedungbanteng (5 kecamatan dengan 85 desa) 
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Kecamatan Warureja adalah kecamatan yang paling jauh terhadap 
Kecamatan Slawi yaitu 42 km, sedangkan yang terdekat adalah Kecamatan 
Pangkah yaitu 4 km. 
IV.1.1Iklim 
 Kabupaten Tegal beriklim Tropis, secara keseluruhan pada tahun 2017 
curah hujan di bawah tahun 2016, dimana temperatur pada tahun 2017 maksimum 
rata-rata 32,1 C, minimum rata-rata 24,9 C dan suhu rata-rata 27,9 C. 
Kelembaban di Kabupaten Tegal Tahun 2017 rata-rata 78,08 persen lebih rendah 
dari tahun 2016 yang 80,00 persen dengan jumlah bulan basah 12 bulan. Curah 
hujan tertinggi pada bulan Februari 394,3 mm3 dan terendah bulan Agustus 4,0 
mm3. Rata–rata curah hujan 141,54 mm3, dengan tekanan udara rata-rata 1009,99 
hPa serta sinar matahari rata-rata menyinari 183,57 jam per bulan dengan rata-rata 
penguapan sebesar  87,24 mm. 
Tabel IV.01 
Statistik Geografi dan Iklim Kabupaten Tegal 
Uraian Satuan 2016 2017 
Luas Km2 878,79 878,79 
Kelembaban % 80,00 78,08 
HariHujan Hari 139 115 
KecepatanAngin Knots 3,80 4,08 
DesaPesisir Desa 53 53 
DesaBukanPesi
sir 
Desa 234 234 
  Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tegal 2018 
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Tabel IV.02 
Luas Wilayah KabupatenTegal 
MenurutKecamatandan JenisPenggunaanLahan 2017 (Ha) 
         *)  Termasuklahan yang diusahakan di kawasanhutan 
Sumber: Statistik DaerahKabupatenTegal 2018 
 
Dari tabel IV.02 dapat diketahui keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tegal 
menurut kecamatan dan jenis penggunaan lahan 2017 (ha), baik mencakup luas 
sawah maupun bukan sawah yakni 87.879(ha). Luas keseluruhan lahan sawah 
adalah 38.735(ha)dan luas keseluruhan lahan bukan sawah adalah 49.144(ha).Dan 
dari 18 kecamatan, kecamatan Bumijawa yang memiliki lahan terluas yakni 5,89 
%  sawah (2.280 ha) dan 13,38 % bukan sawah (6.576 ha) dimana total luasnya 
adalah 8.856(ha). 
 
 
No. Kecamatan Sawah *) Bukan Sawah Jumlah Sawah (%) Bukan Sawah (%)
1 Margasari 3.489 5.194 8.683 9,01 10,57
2 Bumijawa 2.280 6.576 8.856 5,89 13,38
3 Bojong 2.245 3.607 5.852 5,80 7,34
4 Balapulang 3.152 4.339 7.491 8,14 8,83
5 Pagerbarang 2.752 1.548 4.300 7,10 3,15
6 Lebaksiu 2.719 1.376 4.095 7,02 2,80
7 Jatinegara 2.111 5.851 7.962 5,45 11,9
8 Kedungbanteng 1.379 7.383 8.762 3,56 15,02
9 Pangkah 1.448 2.103 3.551 3,74 4,28
10 Slawi 375 1.014 1.389 0,97 2,06
11 Dukuhwaru 1.836 794 2.630 4,74 1,62
12 Adiwerna 989 1.397 2.386 2,55 2,84
13 Dukuhturi 624 1.124 1.748 1,61 2,29
14 Talang 1.202 637 1.839 3,10 1,30
15 Tarub 1.742 940 2.682 4,50 1,91
16 Kramat 2.157 1.692 3.849 5,57 3,44
17 Suradadi 4.131 1.442 5.573 10,66 2,93
18 Warureja 4.104 2.127 6.231 10,60 4,33
38.735 49.144 87.879 100 100Jumlah
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IV.1.2 Kondisi Pemerintahan Kabupaten Tegal 
  Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah 
daerah yaitu Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota yang dibantu 
oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Gubernur atau 
Bupati/Walikota,serta DPRD Provinsi maupun Kabupaten dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota. 
     Kabupaten Tegal sebagai Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten 
juga menata organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. 
Struktur organisasi di Kabupaten Tegal dapat dilihat sebagai berikut: 
Tabel IV.03 
Struktur Organisasi Kabupaten Tegal 
NO. NAMA PERANGKAT 
I BUPATI TEGAL 
II WAKIL BUPATI TEGAL 
1. SEKRETARIAT DAERAH 
Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:  
1. Bagian Pemerintahan  
2. Bagian Pemerintahan Desa  
3. Bagian Hukum  
Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari:  
1. Bagian Perekonomian  
2. Bagian Pembangunan  
3. Bagian Layanan Pengadaan  
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4. Bagian Kesejahteraan Rakyat 
Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:  
1. Bagian Organisasi  
2. Bagian Keuangan  
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol  
4. Bagian Umum  
Staf Ahli 
2. DPRD SEKRETARIAT 
3. DINAS-DINAS DAERAH 
Dinas Pekerjaan Umum 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata 
Ruang dan Pertanahan 
Dinas Kesehatan 
Dinas Sosial 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 
Penduduk Penduduk Perempuan dan KB 
Satuan Polisi Pamong Praja 
Dinas Lingkungan Hidup 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Perhubungan 
Dinas Komunikasi dan Informatika 
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 
  
Sumber:http://utama.tegalkab.go.id/page/view/struktur_organisasi_
20190306085735 
 
 
Tabel IV.04 
Inventarisasi Pegawai Negeri Sipil 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Th. 2017 
URAIAN JUMLAH 
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR 174 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 473 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 1.888 
DIPLOMA I 59 
DIPLOMA II 994 
DIPLOMA III 714 
DIPLOMA IV 120 
STRATA 1 5.325 
STRATA 2 293 
STRATA 3 
- 
 
MENURUT GOLONGAN  
GOLONGAN 1 122 
GOLONGAN II 1.806 
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 Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Tegal 2018 
  Dari Tabel IV.04 dapat diketahui ada tahun 2017 Jumlah Pegawai Negri 
Sipil di Kabupaten Tegal adalah 10.040 orang. Dengan komposisi pada tahun 
2017 adalah pegawai golongan I sebanyak 122 orang, golongan II sebanyak 1.806 
orang, golongan III sebanyak 4.410 orang dan Golongan IV sebanyak 3.702 
orang. 
  Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka jumlah PNS dengan latar 
belakang pendidikan tamat SD sebanyak 174 orang, tamat SLTP sebanyak 473 
orang , dan tamat SMA sebanyak 1.888 orang, untuk latar belakang tamat 
pendidikan Diploma terdiri dari D-I sebanyak 59 orang, D II 994 orang, D-III 
sebanyak 714 orang, dan D-IV berjumlah 120 orang. 
  Pegawai Negeri Sipil terbanyak adalah S1 yaitu sebanyak 5.325 orang, dan 
S2 sebanyak 293 orang. Dari total Pegawai Negeri Sipil yang tercatat yaitu 
sebanyak 10.040 pada tahun 2017 dengan jumlah pegawai laki-laki 5.292 orang 
lebih banyak daripada pegawai perempuan yang sebanyak 4.748 orang. 
 
 
GOLONGAN III 4.410 
GOLONGAN IV 
3.702 
 
MENURUT JENIS KELAMIN  
LAKI-LAKI 5.292 
PEREMPUAN 
4.748 
JUMLAH 10.040 
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IV.2 DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) 
Kabupaten Tegal 
  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12  Tahun 2016 
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal,  Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk dengan Tipe A yang berkewajiban 
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan 
pencatatan sipil. 
IV.2.1 Visi dan Misi 
  Guna mendukung dan menyelaraskan visi dan misi Bupati Tegal,  Dinas 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal menetapkan visi dan misi 
dinas sebagai berikut : 
Visi : 
  Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan (SIAK) Melalui Pelayanan Prima. 
 
Misi : 
1. Mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat dalam bidang Administrasi 
Kepedudukan serta Catatan Sipil. 
2. Menciptakan kondisi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan transparan dalam 
rangka pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil untuk mewujudkan 
pelayanan prima. 
95 
 
 
 
3. Mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk medukung 
terciptanya optimalisasi pelayanan dan pembinaan administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil.  
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan). 
IV.2.2 Tugas dan fungsi Dinas kependukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Tegal  
  Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi kependudukan 
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas sesuai dengan peraturan periundang-
undangan.  
  Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja kepala dinas, sekretaris, 
kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional 
di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. 
A. KEWENANGAN : 
1. Penetapan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk,bidang 
pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan, bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
2. sosialisasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan, bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
3. penyelenggaraan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk,bidang 
pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi 
kependudukan, bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
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4. pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran 
penduduk,bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan, bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
5. pembinaan dan pengembangan SDM pengelola pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil, dan informasi administrasi kependudukan; 
6. pengawasan atas penyelenggaraan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran 
penduduk,bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan, bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
7. penyelenggaraan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas. 
B. NAMA JABATAN DAN FUNGSI 
1. NAMA JABATAN: KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 
PENCATATAN SIPIL 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  mempunyai tugas pokok 
membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pelayanan 
pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi : 
a. penetapan rencana kerja; 
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b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk, 
pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan 
dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang kependudukan 
dan pencatatan sipil; 
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
e. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas; 
f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas. 
B. URAIAN TUGAS : 
a. menetapkan rencana kerja; 
b. merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan pendaftaran penduduk, 
pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan 
dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
c. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam 
penyelenggaraan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
d. membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
e. membina pengelolaan  kesekretariatan /ketatausahaan Dinas; 
f.  menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan  yang berhubungan 
dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
g. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing; 
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h. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
i.  mengendalikan,  mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil;  
j.  menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. kebenaran dan ketepatan rencana kerja; 
b. ketepatan perumusan kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk, 
pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan 
dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; 
c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan 
pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;    
d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;  
f. ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas. 
2. NAMA JABATAN : SEKRETARIS 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam 
melaksanakan penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan draf 
rencana kerja, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.  
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Untuk melaksanakan tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ketatausahaan;  
c. penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis 
bidang kependudukan dan pencatatan sipil;  
d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas; 
e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas; 
f. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas 
Dinas; 
g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; 
h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 
kesekretariatan. 
B. URAIAN TUGAS : 
a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan draf rencana kerja; 
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 
kesekretariatan/ketatausahaan; 
c. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan perumusan draf kebijakan teknis 
bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
d. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;  
e. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian 
dan umum; 
f.  melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan 
penyelenggaraan tugas Dinas; 
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g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 
kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif pemecahannya; 
h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanakan tugas berjalan 
sesuai dengan proporsi masing-masing; 
i.  memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
j.  melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan  oleh Atasan sesuai dengan paraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. kebenaran dan ketepatan penyusunan draf rencana kerja; 
b. ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan, dan 
bahan perumusan draf kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan 
sipil; 
c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang 
kesekretariatan;  
d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; 
f.  ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Sekretariat. 
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3. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIANPERENCANAAN 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok membantu 
Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian 
data untuk penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan melakukan 
penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan 
mempunyai fungsi  : 
a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan 
Dinas; 
c. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang 
kependudukan dan pencatatan sipil;  
d. penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana 
kerja Dinas; 
e. penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana 
kerja Dinas; 
f.  pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian 
Perencanaan. 
B. URAIAN TUGAS : 
a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan 
rencana kerja; 
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b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan 
kebijakan teknis perencanaan Dinas;  
c. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan 
kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 
d. melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data 
kependudukan dan pencatatan sipil; 
e. melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan rencana kerja Dinas; 
f.  melaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi; 
g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, 
serta menyajikan alternatif pemecahannya; 
h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 
sesuai dengan proporsi masing-masing; 
i.  memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
j.  melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
bidang perencanaan, dan kebijakan teknis bidang kependudukan dan 
pencatatan sipil; 
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c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang 
perencanaan Dinas;  
d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; 
f.  ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Subbagian Perencanaan. 
4. NAMA JABATAN :KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris 
dalam melakukan pengelolaan keuangan. 
Untuk melaksanakan  tugas  tersebut, Kepala  Subbagian  Keuangan 
mempunyai fungsi: 
a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 
keuangan Dinas; 
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas; 
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian 
Keuangan. 
B. URAIAN TUGAS : 
a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan 
rencana kerja; 
b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan 
kebijakan teknis pengelolaan keuangan Dinas; 
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c. melakukan pengelolaan anggaran Dinas; 
d. melakukan pengelolaan perbendaharaan Dinas; 
e. melakukan verifikasi dan akuntansi keuangan Dinas; 
f.  melakukan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; 
g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan 
keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya; 
h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai 
dengan proporsi masing-masing; 
i.  memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
j.  melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
bidang pengelolaan keuangan Dinas; 
c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang 
pengelolaan keuangan Dinas;  
d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; 
f.  ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Subbagian Keuangan. 
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5. NAMA JABATAN :KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 
membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, 
rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan 
Kepegawaian mempunyai fungsi : 
a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 
urusan umum dan kepegawaian; 
c. pengelolaan urusan ketatausahaan; 
d. pengelolaan administrasi kepegawaian; 
e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan 
protokol; 
f.  pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum 
dan Kepegawaian. 
B. URAIAN TUGAS : 
a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan 
rencana kerja; 
b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan 
kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; 
c. melakukan urusan ketatausahaan Dinas; 
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d. melakukan urusan administrasi kepegawaian; 
e. melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan 
protokol; 
f.  melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas; 
g. melakukan pengelolaan kearsipan Dinas; 
h. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan 
urusan umum dan kepegawaian, serta menyajikan alternatif pemecahannya; 
i.  mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 
sesuai dengan proporsi masing-masing; 
j.  memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan; 
k. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
l.  melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
b. ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; 
c. kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan 
pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;  
d. ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; 
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f.  ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
6. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN 
PENDUDUK 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan 
kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. 
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran 
Penduduk menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 
b. Perumusan  kebijakan teknis pendaftaran penduduk; 
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran 
penduduk; 
d. Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 
e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 
f.  Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk; 
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 
B. URAIAN TUGAS : 
a. Melaksanakan pengolahan dan penelahaan data sebagai bahan penyusunan 
rencana kerja; 
b. Melaksanakan pengolahan dan penelahaan data sebagai bahan perumusaan 
kebijakan teknis pelayanan pendaftaran penduduk; 
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c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran 
penduduk; 
d. Melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk; 
e. Melaksanakan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 
f.  Melaksanakan pedokumentasian pendaftaran penduduk; 
g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 
pendaftaran penduduk serta menyajikan alternatif pemecahannya; 
h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan berjalan sesuai 
dengan proporsi masing-masing; 
i.  Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi; 
j.  Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas; 
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Kebenaran dan keakuratan data sebagai  bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
pelayanan pendaftaran penduduk; 
c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas dan pendaftaran 
penduduk; 
d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
e. Kelancaran dan keefektifan pelaksananaan koordinasi; 
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f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 
7. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI IDENTITAS PENDUDUK 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok Melaksanakan 
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala  Seksi Identitas Penduduk 
mempunyai fungsi :  
a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk 
kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu 
identitas anak; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk yang meliputi biodata penduduk, nomor 
induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu 
identitas anak; 
c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan 
penerbitan dokumen peendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, 
nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, 
kartu identitas anak; 
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d. Pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 
meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu 
tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak; 
e. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen 
pendaftaran penduduk; 
f.  Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk 
kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu 
identitas anak; 
B. URAIAN TUGAS : 
a. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana pelayanan dan 
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, 
nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, 
kartu identitas anak ; 
b. Menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk yang meliputi biodata penduduk, nomor 
induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu 
identitas anak; 
c. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanan pelayanan 
dan penerbitan dokumen peendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, 
nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, 
kartu identitas anak; 
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d. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk 
meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu 
tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;  
e. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan Identitas 
Penduduk dan menyajikan alternatif pemecahannya; 
f.  Melaksanakan pedokumentasian hasil pelayanan penerbitan penerbitan 
dokumen pendaftaran penduduk; 
g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 
sesuai dengan proporsi masing-masing; 
h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyallitas bawahan. 
i.  Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
j.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Kebenaran dan ketetapan bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
identitas penduduk; 
c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas dan pelayanan identitas 
penduduk; 
d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. Kelancaran dan keefektifan pelaksananaan koordinasi; 
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f.  Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi 
identitas penduduk. 
8. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PINDAH DATANG DAN 
PENDATAAN  PENDUDUK 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk  mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam 
Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang dan 
pendataan penduduk. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala  Seksi Pindah Datang dan 
Pendataan Penduduk mempunyai fungsi :  
a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang dan 
pelaksanaan pendataan penduduk; 
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang dan 
pelaksanaan pendataan penduduk; 
c. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 
pindah datang dan pendataan penduduk; 
d. Pelaksanaan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk; 
e. Penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah datang 
dan pendataan penduduk; 
B. URAIAN TUGAS : 
a. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 
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b. Menyiapkan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis urusan pindah 
datang dan pendataan penduduk; 
c. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan 
pindah datang dan pendataan penduduk; 
d. Melaksanakan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk; 
e. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan pindah 
datang dan pendataan penduduk  dan menyajikan alternatif pemecahannya; 
f.  Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 
sesuai dengan proporsi masing-masing; 
g. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan loyallitas bawahan. 
h. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
i.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Kebenaran dan ketetapan bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
pindah datang dan pendataan penduduk; 
c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas dan pelayanan pindah 
datang dan pendataan penduduk; 
d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. Kelancaran dan keefektifan pelaksananaan koordinasi; 
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f.  Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi 
pindah datang dan pendataan penduduk. 
9. NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN 
SIPIL 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan 
sipil. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan 
Sipil mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil. 
b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil; 
c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pe;aksanaan pelayanan pencatatan 
sipil; 
d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 
e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; 
f.  Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; 
g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil. 
B. URAIAN TUGAS.  
a. Melaksanakan rencana kerja pelayanan pencatatan sipil; 
b. Merumuskan kebijakan teknis pencatatan sipil; 
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c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pe;aksanaan pelayanan pencatatan 
sipil; 
d. Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil; 
e. Melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan sipil; 
f.  Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; 
g. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; 
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Kebenaran dan ketepatan bahan penyusunan rencana kerja; 
b. Ketepatan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pencatatan sipil; 
c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas dan pelayanan 
pencatatan sipil; 
d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan; 
e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi; 
f.  Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas 
bidang pelayanan pencatatan sipil. 
10. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI  KELAHIRAN DAN KEMATIAN 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian mempunyai tugas pokok 
membantu Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melakukan 
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
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koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan 
kematian.  
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan 
Kematian mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran 
dan kematian ; 
b. penyiapan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pencatatan 
kelahiran dan kematian ; 
c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian pelayanan 
pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian ; 
d. pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian ; 
e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan 
pencatatan kematian; 
f.  penyiapan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 
Pencatatan Kelahiran dan Kematian.   
B. URAIAN TUGAS. 
a. Melaksanakan pengolahan dan penyiapan data sebagai bahan perencanaan 
kerja; 
b. Melaksanakan pengolahan dan penyiapan data sebagai bahan perumusan  
kebijakan tekhnis pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian ; 
c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelayanan pencatatan kelahiran dan 
pencatatan kematian ; 
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d. Melaksanakan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian pada 
register dan kutipan akta, serta penerbitan surat keterangan lahir mati ; 
e. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan 
pencatatan kematian; 
f.  Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pencatatan 
kelahiran, lahir mati dan, kematian, serta menyajikan alternatif pemecahannya 
; 
k. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaannya berjalan sesuai 
dengan proporsi masing – masing ; 
l. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan, loyalitas bawahan ; 
m. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Terlaksananya pengolahan dan penyiapan data sebagai bahan perencanaan 
kerja; 
b. Terlaksananya pengolahan dan penyiapan data sebagai bahan perumusan  
kebijakan tekhnis pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian ; 
c. Terlaksananya pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian pada 
register dan kutipan akta, serta penerbitan surat keterangan lahir mati ; 
a. Terlaksananya pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan 
pencatatan kematian ; 
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b. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan, pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 
Kelahiran dan Kematian. 
11. NAMA JABATAN : KEPALA SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN,  
PERUBAHAN STATUS ANAK DAN                     PEWARGANEGARAAN 
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : 
Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status  anak dan 
Pewarganegaraan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang 
Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melakukan penyiapan bahan perencanaan, 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan 
pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan 
anak, pengesahan anak dan perubahan status kewarganegaraan.  
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan, 
Perceraian, Perubahan Status anak dan Pewarganegaraan mempunyai fungsi : 
a. penyiapan bahan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, 
perubahan status anak dan perubahan status kewarganegaraan; 
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan 
perkawinan, perceraian, perubahan status  anak dan perubahan status 
kewarganegaraan; 
c. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian pelayanan pencatatan 
perkawinan, perceraian, perubahan status  anak dan perubahan status 
kewarganegaraan; 
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d. pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan 
anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status 
kewarganegaraan; 
e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan, 
perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan 
perubahan status kewarganegaraan; 
f.  penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pencatatan 
Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status  anak dan Pewarganegaraan. 
B. URAIAN TUGAS. 
a. Melaksanakan pengolahan dan penyiapan data sebagai bahan perencanaan 
kerja ; 
b. Melaksanakan pengolahan dan penyiapan data sebagai bahan perumusan  
kebijakan teknis pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status  anak 
dan perubahan status kewarganegaraan; 
c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelayanan pencatatan 
perkawinan,perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan 
anak dan perubahan status kewarganegaraan 
d. Melaksanakan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan 
anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan perubahan status 
kewarganegaraan pada register dan kutipan akta; 
e. Melaksanakan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan, 
perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak dan 
perubahan status kewarganegaraan; 
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f.  Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pencatatan 
perkawinan, perceraian, perubahan status  anak dan perubahan status 
kewarganegaraan serta menyajikan alternatif pemecahannya ; 
g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaannya berjalan sesuai 
dengan proporsi masing – masing ; 
h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan 
prestasi, dedikasi dan, loyalitas bawahan ; 
i.  Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; 
j.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan. 
C. TANGGUNG JAWAB : 
a. Terlaksananya pengolahan dan penyiapan data yang benar dan akurat sebagai 
bahan perencanaan kerja ; 
b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis 
pencatatan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan 
perubahan status kewarganegaraan; 
c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, pelayanan dan 
pendokumentasian pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status  anak 
dan perubahan status kewarganegaraan; 
d. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi 
Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status  anak dan 
Pewarganegaraan. 
Sumber (Lampiran X.B Peraturan Bupati TegalNomor 71 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 
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Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
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IV.2.3 Program dan Kegiatan 
Tabel IV.05 
Program dan Kegiatan DISDUKCAPIL Kabupaten Tegal 
NO URAIAN  
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
1 Penyediaan jasa surat menyurat 
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 
11 Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor 
II Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 
13 Pengadaan Peralatan gedung kantor 
14 Pengadaan mebeleur 
 Pengadaan Perangkat Komputer , Printer dan Perlengkapannya 
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peratalatan Gedung Kantor 
20 Penataan Lingkungan Gedung Kantor 
III Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 
21 Pendidikan dan Pelatihan Formal 
IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 
Kinerja Dan Keuangan 
22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 
23 Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan SKPD 
V Program Penataan Administrasi Kependudukan 
24 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 
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NO URAIAN  
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
25 Peningkatan Pelayanan Publik dan Bidang Adminduk (KIA) 
26 Peningkatan Pelayanan Publik dan Bidang Adminduk (DAK NON 
FISIK) 
27 Peningkatan Pelayanan Publik dan Bidang Adminduk (LOAK) 
VI Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 
28 Penyelenggaraan Pameran Investasi 
VII Program Perencanaan Pembangunan Daerah 
29 Penyelenggaraan Forum SKPD 
              Sumber : Disdukcapil Kabupaten Tegal 2018 
IV.2.4 Sumber Daya Manusia 
Tabel IV.06 
Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan 
1 Jumlah Pegawai    
 
PNS/CPNS  98 orang 
2 Kualifikasi Pendidikan   
 Pasca Sarjana/S2 6 orang 
 Sarjana/S1, D.IV 19 orang 
 Ahli Madya/D.III 5 orang 
 Ahli Muda/D.II  orang 
 Ahli Pratama/D.I  orang 
 SMA/SLTA 62 orang 
 SMP/SLTP 6 orang 
3 Pangkat dan Golongan   
 Golongan IV 1 orang 
 Golongan III 61 orang 
 Golongan II 31 orang 
 Golongan I 5 orang 
4 Jumlah Pejabat   
 Pejabat Struktural  16 orang 
 Pejabat Fungsional 6 orang 
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Tegal 2018 
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IV.2.6 Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2018  
 
Tabel IV. 07 
Alokasi dan Realisasi Anggaran tahun 2018 
NO URIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % 
I Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 
2.084.872.000 2.020.790.571 96,93 
1 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000 4.972.000 99,44 
2 Penyediaan Jasa Komunikasi 
Sumber Daya Air dan Listrik 
496.500.000 453.546.422 91,35 
3 Penyediaan Jasa Administrasi 
Keuangan 
359.180.000 358.680.000 99,86 
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 750.000.000 744.047.589 99,21 
5 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 
125.000.000 118.474.280 94,78 
6 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
20.000.000 19.854.370 99,27 
7 Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 
15.000.000 13.198.385 87,99 
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 
15.000.000 14.999.800 100,00 
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 57.192.000 55.217.000 96,55 
10 Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi 
130.000.000 126.801.088 97,54 
11 Penyediaan Jasa Petugas 
Keamanan Kantor 
112.000.000 110.999.637 99,11 
II Program Peningkatan Sarana Dan 
Prasarana Aparatur 
1.633.500.000 1.504.949.122 92,13 
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung 
Kantor 
40.000.000 38.726.750 96,82 
13 Pengadaan Peralatan gedung 
kantor 
10.000.000 9.986.800 99,87 
14 Pengadaan mebeleur 35.000.000 34.693.000 99,12 
 Pengadaan Perangkat Komputer , 
Printer dan Perlengkapannya 
513.500.000 490.063.929 95,44 
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 
200.000.000 198.126.808 99,06 
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan Dinas Operasional 
200.000.000 185.946.575 92,97 
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Perlengkapan Gedung Kantor 
35.000.000 34.955.400 99,87 
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Peratalatan Gedung Kantor 
45.000.000 30.652.850 68,12 
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20 Penataan Lingkungan Gedung 
Kantor 
555.000.000 481.797.010 86,81 
III Progam Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 
35.000.000 26.670.393 76,20 
21 Pendidikan dan Pelatihan Formal 35.000.000 26.670.393 76,20 
IV Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja Dan Keuangan 
95.000.000 91.435.000 96,25 
22 Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 
30.000.000 27.991.000 93,30 
23 Penatausahaan Administrasi 
Pengelolaan Keuangan SKPD 
65.000.000 63.444.000 97,61 
V Program Penataan Administrasi 
Kependudukan 
2.824.929.000 2.426.139.202 85,88 
24 Pengolahan dalam penyusunan 
laporan informasi kependudukan 
75.000.000 72.595.200 96,79 
25 Peningkatan Pelayanan Publik dan 
Bidang Adminduk (KIA) 
100.000.000 82.869.130 82,87 
26 Peningkatan Pelayanan Publik dan 
Bidang Adminduk (DAK NON 
FISIK) 
2.569.929.000 2.195.329.672 85,42 
27 Peningkatan Pelayanan Publik dan 
Bidang Adminduk (LOAK) 
80.000.000 75.345.200 94,18 
VI Program Peningkatan Promosi 
Dan Kerjasama Investasi 
15.000.000 11.783.000 78,55 
28 Penyelenggaraan Pameran 
Investasi 
15.000.000 11.783.000 78,55 
VII Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
7.500.000 6.282.000 83,76 
29 Penyelenggaraan Forum SKPD 7.500.000 6.282.000 83,76 
 
Jumlah 6.695.801.000 6.088.049.288 90,92 
Sumber : Disdukcapil Kabupaten Tegal 2018 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
Pada bab ini, penulis akan manganalisa hasil dari penelitian “analisis 
kepuasan masyarakat pada pelayanan di dinas  kependudukan dan pencatatan sipil 
kabupaten tegal tahun 2018” menggunakan instrument angket /kuesioner tertutup  
dengan responden masyarakat Kabupaten Tegal khususnya masyarakat yang 
menggunakan pelayanan di Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tegal. Dengan jumlah responden sebanyak 80 orang. 
Angket/kuesioner yang dibagikan kepada responden  terdiri dari 14 pernyataan 
dengan ketentuan skor (nilai) sebagai berikut : 
 Skore 4 bila responden menjawab Sangat Setuju 
 Skore 3 bila responden menjawab Setuju 
 Skore 2 bila responden menjawab Kurang Setuju 
 Skore 1 bila responden menjawab Tidak Setuju 
Arah analisis yang dimaksud dalam bab ini yaitu : 
1. Ingin menggambarkan nilai indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan di 
administrasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tegal tahun 
2018 
2. Ingin menggambarkan faktor apa yang masih menjadi kendala dan solusi 
permasalahannya. 
Sebelum membahas mengenai analisis data yang diperoleh melalui kuesioner 
/ angket , penulis akan memaparkan karakteristik responden terlebihdahulu 
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yang mencangkup jenis kelamin responden , usia responden, dan pekerjaan 
responden . 
V.1. Karakteristik Responden   
1. Jenis Kelamin Responden  
Tabel V.1 
Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin  
NO Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
1 Laki-laki 41 51,25% 
2 Perempuan 39 48,75% 
 Total 80 100% 
Sumber : identitas angket responden 
 Melalui table 5.1 diatas dapat diketahui jumlah responden laki-laki 
dan perempuan tidak sama, yaitu 41 orang laki-lakidengan persentase 51,25%.dan 
perempuan 39 orang dengan presentase 48,75 % 
2. Usia Responden 
Tabel V.2 
Jumlah Responden Berdasarkan Usia/Umur 
No Usia/Umur  Jumlah Persentase 
1 <20 tahun 23 28,75% 
2 21-30 tahun 26 32,5% 
3 31-40 tahun 15 18,75% 
4 41-50 tahun 13 16,25% 
5 >50 tahun 3 3,75% 
 Total  80 100 % 
Sumber : identitas angket responden  
Berdasarkan table V.2 diatas dapat diketahui yang menjadi mayoritas responden 
yaitu kisaran usia ,<20 tahun yaitu sebanyak 25 orang denagan prosentase sebesar  
28,75%. Kemudian usia 21-30 tahun yaitu sebanyak 26 orang denagan prosentase 
sebesar 32,5 % . usia31-40  tahun yaitu sebanyak 15 orang denagan prosentase 
sebesar 18,75% % . usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 13  orang denagan 
prosentase sebesar 16,25 %. Pemilih yang paling sedikit usia >50 tahun karena di 
usia tersebut masyarakat yang sudah tidak produktif. 
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3. Pekerjaan Responden 
Tabel V.3 
Pekerjaan responden  
NO Pekerjaan Jumlah Persentase 
1 Aparatur Sipil Negara 6 7,5% 
2 Wiraswasta 25 31,25% 
3 Pelajar/mahasiswa 30 37,5% 
4 Ibu rumah tangga 5 6,25% 
5 Belum / tidak bekerja 14 17,5 % 
 Total  80 100 % 
Sumber : identitas responden angket”  
Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat diketahui responden yang bekerja 
sebagai  Aparatur sipil Negara berjumlah 6 dengan prosentase 7,5%, Wiraswasta 
berjumlah 25 dengan prosentase 31,25%. Pelajar / Mahasiswa berjumlah 30 
dengan prosentase 37,5%. Ibu rumah tangga  berjumlah5 dengan prosentase 6,25 
%. Belum / tidak bekerja berjumlah 14 dengan prosentase 17,5%. 
V.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Analisis Kepuasan Masyarakat Pada 
Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . 
Beberapa indikator yang dijadikan sebagai alat ukur analisis kepuasan 
masyarakat, antara lain : 
1. Prosedur pelayanan 
2. Persyaratan pelayanan  
3. Kejelasan petugas pelayanan 
4. Kedisiplinan petugas pelayanan 
5.  Tanggung jawab petugas pelayanan. 
6. Tanggung jawab petugas pelayanan 
7. Kemampuan petugas pelayanan 
8. Kecepatan petugas pelayanan 
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9. Keadilan mendapatkan pelayanan 
10. Kesopanan dan keramahan petugas 
11. Kewajaran biaya pelayanan 
12. Kepastian jadwal pelayanan 
13. Kepastian biaya pelayanan  
14. Kenyamanan  lingkungan 
15. Keamanan pelayanan  
Untuk lebih jelasnya , penulis akan memaparkan indikator tersebut 
menggunakan table satu-persatu beserta hasil yang telah diolah. 
 
1. Prosedur Pelayanan 
Indikator Prosedur pelayanan ini menggambarkan pelayanan pemerintah 
terhadap rakyatnya merupakan amanat yang harus dilaksanakan dengan penuh 
rasa tanggung jawab. Sebsgai salah satu kepanjagan tangan pemerintah. Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal juga wajib memberikan 
pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna jasa layanan tersebut. Salah satu 
unsur yang dinilai adalah kemudahan prosedur pelayanan . 
Pertanyaan pertama “Bagaimana pendapat anda tentang kemudahan 
prosedur pelayanan di unit pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan 
sipil”. Dengan hasil sebagai berikut : 
Tabel V.4 
Distribusi Frekuensi Prosentase “tingkat kemudahan prosedur pelayanan di unit 
pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil” 
 
No Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Porsentase 
1 Sulit 6 6 7,5% 
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2 Ragu –ragu  47 94 58,75% 
3 Mudah 18 54 22,5% 
4 Sangat mudah 9 36 11,25% 
 Total  80 190 100% 
Sumber : angket nomor 1 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahuidari unsur prosedur pelayanan di 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tegal 6 orang masyarakat 
memilih jawaban “tidak jelas”,47 orang memilih jawaban “kurang jelas”, 18 
orang masyarakat memilih jawaban “jelas” , 9 orang masyarakat memilih jawaban 
“sangat jelas”. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 
merasa ragu-ragu terhadap prosedur pelayanan di dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil. 
1. Kesesuaian Persyaratan 
 Indikator kesesuaian persayaratan ini menggambarkan tentang unit 
pelayanan yang baik selalu memberikan informasi secara jelas dan mudah dilihat 
agar setiap pengguna pelayanan mengetahui dengan jelas dan pasti syarat-syarat 
dalam memperoleh pelayanan. Berikut penilaian responden tentang kesesuaian 
antara persyaratan teknik dan administratif yang diperlukan sesuai dengan jenis 
pelayanannya. 
 Pertanyaan kedua “Bagaimana pendapat anda mengenai kesesuaian 
persyaratan dengan jenis pelayanannya”. Dengan hasil sebagai berikut : 
Tabel V.5 
Distribusi Frekuensi Prosentase  mengenai kesesuaian persyaratan dengan jenis 
pelayanan” 
 
No Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Porsentase 
1 Tidak sesuai 3 3 3,75% 
2 Kurang sesuai 26 52 32,5% 
3 Sesuai 44 132 55% 
4 Sangat sesuai 7 28 8,75% 
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 Total  80 215 100% 
Sumber : angket nomor 2 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahuidari unsur kesesuaian 
persyaratandi DinasKependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tegal 3 orang 
memilih jawaban “tidak sesuai” , 26 orang memilih jawaban “kurang sesuai”, 44 
orang  memilih jawaban “sesuai” , 7 orang memilih jawaban“sangat sesuai”. Dari 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden telah sesuai antara 
persyaratan dengan jenis pelayanan. 
2. Kejelasan Petugas 
Indikator kejelasan petugas ini menggambarkan organisasi yang baik 
memiliki kerja yang jelas tentang siapa yang harus melakukan cra bagaimana. 
Dengan demikian pelaksanaan tugas dapat lebih efektif dan efisien. Terkait 
dengan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Tegal.  
Pertanyaan ketiga “ Bagaimana pendapat anda tentang kejelasan dan 
kepastian petugas yang melayani”. 
Tabel V.6 
Distribusi Frekuensi Porsentase tentang kejelasan dan kepastian petugas yang 
melayani” 
 
Sumber : nomor 3 setelah diinterpretasikan. “. 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Porsentase 
1 Tidak jelas dan tidak 
pasti 
11 11 13,75% 
2 Kurang jelas dan 
kurang pasti 
37 74 46,25% 
3 Jelas dan pasti 27 81 33,75% 
4 Sangat jelas sangat 
pasti 
5 20 6,25% 
 Total  80 186 100% 
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Berdasarkan table diatas dapat diketahuidari unsur kejelasan dan kepastian  
petugas 11orang memilih jawaban tidak jelas dan tidak pasti, 37 orang memilih 
jawaban kurang jelas dan kurang pasti , 27 orang  memilih jawaban jelas dan pasti 
, 5 orang memilih jawaban sangat jelas dan sangat pasti. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas responden cenderung kurang jelas terhadap 
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. 
3. Kedisiplinan Petugas  
Indikator kedisiplinan petugas menggambarkan salah satu keluhan 
pengguna unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah adalah tentang kurang 
disiplinnya petugas. Pengguna yang memiliki keterbatasan waktu harus 
menunggu lama karena petugas yang berwenang tidak berada di tempat berikut 
penilaian responden tentang kedisiplinan petugas di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.  
 Pertanyaan keempat “Bagaimana pendapat anda tentang kedisiplinan 
petugas dalam memberikan pelayanan” : 
Tabel V.7 
Distribusi Frekuensi Porsentase mengenai kedisiplinan petugas dalam 
memberikan pelayanan”: 
 
No  Jawaban  Frekuensi Jumlah Skor Porsentase 
1 Tidak disiplin  10 10 12,5% 
2 Kurang disiplin 34 68 42,5% 
3 Disiplin  31 93 38,75% 
4 Sangat disiplin 5 20 6,25% 
 Total  80 191 100% 
Sumber : angket nomor 4 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan table diatas dapat diketahui 10 orang masyarakat Kabupaten 
Tegal memilih jawaban tidak disiplin, 34 orang memilih jawaban setuju, 31orang  
memilih jawaban kurang disiplin , 5 orang memilih jawaban sangatdisiplin, . Dari 
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hasil yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan petugas 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang disiplin dalam memberikan 
pelayanan. 
4. Tanggung Jawab Petugas 
 Indikator tanggung jawab petugas menggambarkan secara umum petugas 
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal bertanggung 
jawab atas tugas masing-masing. 
 Pertanyaan kelima “Bagaimana pendapat anda tentang tanggung jawab 
petugas dalam memberikan pelayanan .”. Dengan hasil sebagai berikut: 
Tabel V.8 
Distribusi Frekuensi Porsentase mengenai tanggung jawab petugas dalam 
memberikan pelayanan.” 
 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Porsentase 
1 Tidak bertanggung 
jawab 
3 3 3,75% 
2 Kurang bertanggung 
jawab 
28 56 35% 
3 Bertanggung jawab 41 123 51,25% 
4 Sangat bertanggung 
jawab 
8 32 10% 
 Total  80 214 100% 
Sumber : angket nomor 5 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan table diatas dapat diketahui3 orang masyarakat memilih 
jawaban tidak bertanggung jawab, 28 orang memilih jawaban kurang bertanggung 
jawab, 41  orang  memilih jawaban bertanggung jawab , 8 orang memilih jawaban 
sangat bertanggung jawab.Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal bertanggung jawab 
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. 
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5. Kemampuan Petugas 
Indikator kemampuan menggambarkan tentang birokrasi modern selalu 
menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuannya sehingga tujuan organisasi 
dapat secara optimal. Para pegawai yang akan menduduki jabatan tertentu 
dibekali pendidikan dan pelatihan agar nantinya dapat berkerja sesuai pekerjaan. 
Berikut adalah penilaian responden tentang kemampuan petugas pada Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. 
Pertanyaankeenam “Bagaimana pendapat anda tentang kemampuan 
petugas dalam memberikan pelayanan.: 
Tabel V.9 
Distribusi Frekuensi Porsentasetentang kemampuan petugas dalam memberikan 
pelayanan” 
 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Presentase 
1 Tidak mampu 1 1 1,28% 
2 Kurang mampu 36 71 45% 
3 Mampu  36 108 45% 
4 Sangat mampu 7 28 8,75% 
 Total  80 208 100% 
Sumber : angket nomor 6 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan table diatas dapat diketahui 1 orang masyarakat memilih 
jawaban tidak mampu, 36 orang memilih jawaban kurang mampu, 36 orang  
memilih jawaban mampu , 7 orang memilih jawaban sangat mampu.Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengatakan ragu- ragu  
dengan jumlah yang sama dalam 1 petanyaan. 
 
6. Kecepatan Petugas 
 Indikator kecepatan petugas menggambarkan tentang pelayanan yang  
baikmensyaratkan adanya ketepatan dan kecepatan pelayanan. Tepat, artinya yang 
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dikehendaki pengguna  sesuai tidak harus menghabiskan waktu terlalu lama untuk 
memperoleh pelayanan. Terkait dengan kecepatan pelayanan, berikut penilaian 
responden tentang kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan. 
Pertanyaan ketujuh “Bagaimana pendapat anda tentang kecepatan 
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal”. 
Dengan hasil pertanyaan sebagai berikut: 
Tabel V.10 
Distribusi Frekuensi Porsentase “tentang kecepatan pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. 
 
No Jawaban  Frekuensi Jumlah Skor Porsentase 
1 Tidak cepat 13 13 16,25% 
2 Kurang cepat 40 80 50% 
3 Cepat  22 66 27,5% 
4 Sangat tepat 5 20 6,25% 
 Total  80 179 100% 
Sumber : angket penelitian nomor 7 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan table diatas dapat diketahui 13 orang masyarakat memilih 
jawaban tidak cepat, 40 orang memilih jawaban kurang cepat, 22 orang  memilih 
jawaban cepat , 5 orang memilih jawaban sangat cepat.Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab kurang cepat terhadap 
kecepatan petugas dalam memberikan layanan.Namun unsur kecepatan petugas 
ini perlu menjadi perhatian pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tegal. Pelu adanya evaluasi terhadap mekanisme pelayanan yang 
selama ini dilakukan sehingga dapat diketahui untuk kemudian di perbaiki faktor-
faktor yang membuat kecepatan pelayanan tidak optimal. Dengan demikian 
kecepatan pelayanan dapat ditingkatkan sehingga tingkat kepuasan pengguna jasa 
layanan semakin meningkat. 
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7. Keadilan mendapatkan pelayanan  
Indikator keadilan mendapatkan pelayanan menggambarkan budaya antri 
belum menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, sehingga tidak 
jarang perilaku saling menyerobat masih dijumpai diberbagai tempat dan 
peristiwa. Terkait dengan pelayanan publik, budaya antri merupakan salah satu 
mekanisme agar setiap orang dapat menerima pelayanan adil, yang lebih awal 
dilayani lebih dahulu tanpa pandang bulu. Tapi kenyataannya mayoritas 
responden menjawab kurang adil setelah ditelusuri kebanyakan responden 
mengatakan bahwa adanya orang dalam akan cepat dilayani. 
Pertanyaan kedelapan “Bagaimana pendapat anda tentang keadilan untuk 
mendapatkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .”. Dengan 
hasil pernyataan sebagai berikut: 
 
Tabel V.11 
Distribusi Frekuensi Porsentase “mengenai keadilan untuk mendapatkan 
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” 
 
No Jawaban  Frekuensi Jumlah Skor  Porsentase 
1 Tidak adil  8 8 10% 
2 Kurang adil 40 80 50% 
3 Adil  27 81 33,75% 
4 Sangat adil  5 20 6,25% 
 Total  80 189 100% 
Sumber: angket penelitian nomor 8 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan table diatas dapat diketahui8 orang masyarakat memilih 
jawaban tidak adil, 40 orang memilih jawaban kurang adil, 27  orang  memilih 
jawaban adil , 5 orang memilih jawaban sangat adil. Dari pertanyaan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab kurang adil atas 
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pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. 
8. Keramahan dan kesopanan petugas 
Indikator keramahan dan kesopan petugas menggambarkan sikap 
keramahan dan kesopan petugas aparatur pemerintah terhadap pengguna jasa 
layanan yang kurang menjadikan masyarakat merasa kecewadan merasa tidak 
dihargai ,seharusnya petugas memberikan senyuman dan mengucapkan ada yang 
bisa saya bantu mungkin mayoritas responden akan mengatakan bahwa petugas 
sudah memenuhi kewajiban memberikan layananan dengan sepenuh hati. 
Pernyataan kesembilan ”Bagaimana pendapat anda tentang kesopanan dan 
keramahan petugas dalam memberikan pelayanan”. Dengan hasil pertanyaan 
sebagai berikut: 
Tabel V.12 
Distribusi Frekuensi porsentase “tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam 
memberikan pelayanan” 
 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Porsentase 
1 Tidak sopan dan tidak 
ramah 
10 10 12,5% 
2 Kurang sopan dan 
kurang ramah 
42 84 52,5% 
3 Sopan dan ramah 21 63 26,25% 
4 Sangat sopan dan 
sangat ramah 
7 28 8,75% 
 Total  80 185 100% 
Sumber : angket penelitian nomor 9 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan table diatas dapat diketahui  10 orang memilih jawaban tidak 
sopan dan tidak ramah, 42 orang memilih jawaban kurang sopan dan kurang 
ramah, 21 orang  memilih jawaban sopan dan ramah , 7orang memilih jawaban 
sangat sopan dan sangat ramah.Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
137 
 
 
 
mayoritas responden menjawab kurang sopan dan kurang ramah terhadap petugas 
jasa layanan. 
9. Kewajaran biaya  
Indikator kewajaran biaya pelayanan pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 
24 tahun 2013 pasal 79 A tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 yang 
berbunyi bahwa Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak 
Dipungut biaya (gratis) kecuali untuk yang mengalami keterlambatan pelaporan. 
Pernyataan kesepuluh “bagaimana pendapat anda tentang kewajaran biaya 
untuk mendapatkan pelayanan”. Dengan hasil pertanyaan sebagai berikut: 
 
Tabel V.13 
Distribusi Frekuensi Porsentasen “mengenai  kewajaran biaya untuk mendapatkan 
pelayanan” 
 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Porsentase 
1 Tidak wajar 10 10 12,5% 
2 Kurang wajar 17 34 21,25% 
3 Wajar  39 117 48,75% 
4 Sangat wajar 14 56 17,5% 
 Total   80 217 100% 
Sumber : angket penelitian nomor 10 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan table diatas dapat diketahui 10 orang masyarakat memilih 
jawaban tidak wajar, 17 orang memilih jawaban kurang wajar, 39orang  memilih 
jawaban wajar, 14 orang memilih jawaban sangat wajar.Dari pertanyaan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab wajar terhadap 
kewajaran biaya yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tegal. 
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10. Kesesuaian antara biaya yang harus dibayarkan dengan yang diterapkan 
Indikator kesesuaian antara biaya yang harus dibayarkan dengan yang 
titerapkan yaitu mrenggambartentang transparansi merupakan salah satu pilar 
good goverment. Setiap instansi penyelenggara pelayanan publik wajib 
menginformasikan biaya yang harus dibayarkan oleh setiap pengguna pelayanan. 
Informasi tersebut harus dipasang ditempat yang stategis sehingga mudah dibaca. 
Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pungutan liar yang merugikan 
masyarakat.  
Pertanyaan kesebelas, “Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian antara 
biaya yang dibayarkan dengan biaya yang diterapkan”. Berikut penilaian 
responden tentang kesesuaian antara biaya yang harus dibayarkan dengan biaya 
yang diterapkan. 
Tabel V.14 
Distribusi Frekuensi porsentase “mengenai kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan biaya yang diterapkan” 
 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Porsentase 
1 Selalu tidak sesuai 7 7 8,75% 
2 Kadang-kadang sesuai 45 90 56,25% 
3 Sesuai 14 42 17,5% 
4 Selalu sesuai 14 56 17,5% 
 Total  80 195 100% 
Sumber : angket penelitian  nomor 11 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan table diatas dapat diketahui7 orang masyarakat memilih 
jawaban selalu tidak sesuai, 45 orang memilih jawaban kadang-kadang sesuai, 14 
orang  memilih jawaban sesuai , 14 orang memilih jawaban selalu sesuai. Dari 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab kadang- 
kadang sesuai petuagas dalam memberikan layanan. 
 
139 
 
 
 
11. Ketepatan jadwal pelayanan 
Indikator ketepatan jadwal pelayanan menggambarkan masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Tegal sengat banyak, mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tegal yang 
terbentang luas, oleh kareana itu pelayanan yang diberikan harus tepat waktu agar 
masyarkat pengguna jasa layanan tidak kehilangan banyak waktu, tenaga, dan 
biaya dalam memanfaatkan jasa pelayanan.  
Pertanyaan kedua belas,”Bagaimana pendapat anda tentang ketepatan 
pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan”. Berikut hasil penilaian responden 
terkait ketepatan jadwal pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tegal. 
Tabel V.15 
Distribusi Frekuensi Porsentase “mengenai ketepatan pelaksanaan terhadap 
jadwal waktu pelayanan.” 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Porsentase 
1 Cenderung kurang 
tepat 
22 22 27,5% 
2 Kurang tepat 16 32 20% 
3 Kadang-kadang 24 72 30% 
4 Selalu tepat 18 72 22,5% 
 Total  80 198 100% 
Sumber : angket penelitian nomor 12 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan table diatas dapat diketahui 22 orang masyarakat memilih 
jawaban cenderung kurang tepat, 16 orang memilih jawaban kurang tepat, 24 
orang  memilih jawaban kadang-kadang , 18 orang memilih jawaban selalu tepat. 
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas kadang-kadang tepat dalam 
memberikan pelayanan.  
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12. Kenyamanan lingkungan di unit pelayanan 
Indikator kenyamanan lingkungan di unit pelayanan menggambarkan tentang 
kenyaman yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tegal. 
Pertanyaan ketiga belas,” Bagaimana pendandapat anda tentang kenyamanan 
di lingkungan unit pelayanan”. Berikut penilaian responden tentang kenyamanan 
lingkungan : 
Tabel V.16 
Distribusi Frekuensi Porsentase “tentang kenyamanan di lingkungan unit 
pelayanan.” 
 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Porsentase 
1 Tidak nyaman  15 15 18,75% 
2 Kurang nyaman 32 64 40% 
3 Nyaman 25 75 31,25% 
4 Sangat nyaman  18 32 10% 
 Total  80 195 100% 
Sumber : angket penelitian nomor 13 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui15 orang masyarakat memilih 
jawaban tidak nyaman, 32 orang memilih jawaban kurang nyaman, 25 orang  
memilih jawaban nyaman , 18 orang memilih jawaban sangat nyaman.Dari hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab kurang nyaman 
terhadap lingkungan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Tegal. 
13. Keamanan di lingkungan unit pelayanan 
Indikator keamanan di lingkungan unit pelayanan menggambarkan penilaian 
terhadap kenyamanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tegal. 
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Pertanyaan ke empat belas,”Bagaimana pendapat anda tentang keamanan 
pelayanan di unit ini”.Dengan hasil sebagai berikut : 
Tabel V.17 
Distribusi Frekuensi Porsentase “mengenai keamanan pelayanan di unit ini.” 
 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor Porsentase 
1 Tidak aman  6 6 7,5% 
2 Kurang aman 17 34 1,25% 
3 Aman 49 147 61,25% 
4 Sangat aman  8 32 10% 
 Total  80 219 100% 
Sumber : angket penelitian nomor 14 setelah diinterpretasikan. 
Berdasarkan table diatas dapat diketahui 6 orang masyarakat memilih 
jawaban tidak aman, 17 orang memilih jawaban kurang aman, 49 orang  memilih 
jawaban aman,8 orang memilih jawaban sangat aman.Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab aman mengenai keamanan di 
lingkungan pelayanan. 
V.3. Rekapitulasi Jawaban Skor Responden  
Hasil perolehan data dari 14 jawaban item pernyataan terhadap 80 orang 
responden diatas, kemudian direkapitulasi sebagai berikut ; 
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Rekapiulasi Hasil Jawaban Responden Tentang Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tegal 2018 
 
Tabel V.18 
 
No IDENTITAS 
RESPONDEN 
SKOR JAWABAN RESPONDEN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 LUTFIKA A. 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 
2 HARLINDA 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 1 4 2 
3 M. BAHRUL. A 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 
4 IRFAN FAJAR 3 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 DERIK JATMIKO 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 4 1 3 
6 GALANG SASANA 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 
7 MASROPAH 2 2 3 3 3 2 3 2 4 1 2 3 3 3 
8 M. JAMUS 2 3 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 3 
9 RINA SEPTIANI 2 2 2 2 3 3 4 2 1 3 3 2 4 1 
10 VIVIN DWI  2 2 3 3 3 3 4 4 1 3 2 3 2 2 
11 LEILY SAADAH 2 3 3 3 3 2 2 4 1 2 3 3 3 4 
12 NURYETI 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 4 1 1 
13 IZZA YUSRIL M 2 3 2 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 2 
14 SUTINI 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 4 1 
15 REZA WINASIS 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 
16 DEWI ASRIYANTI 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 3 
17 SURYATI 2 3 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 3 
18 RAWIN 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 3 
19 PUJO WIDODO 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 3 
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20 SUTARJO 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 
21 M. SULAIMAN 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 3 
22 NAVIS MUTIA 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
23 NUR FADILAH R 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 
24 SUPARMINTO 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 2 
24 HARDIAN H 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 4 1 3 2 
25 ETI KURNIARI 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 3 2 3 
26 ANIK WARDANI 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
27 NISRINA  2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
28 BAYU ADI P 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 
29 LIA ISNAINI 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
30 SITI ROHANI 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
31 ARUMKOMALA 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 
32 LISA SOPIANI 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 
33 AFITA MAULANI 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 
34 M. URIF  2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 
35 FERUL HANDOKO 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 1 3 3 
36 PURWANTI 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 3 
37 ALI SYARIFUDIN 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 
38 LULU ILMA 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 
39 SAEFUDIN 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 
40 NURUL FITRI N 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 
41 FATKHUROKHMAN 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 
42 RIKI SUWANDI 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 
43 WASILAH 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 
44 IMAM KHANAPI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
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45 SEKAR DADU 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
46 FARKHATUN 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
47 ANGGINA RISTIA 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
48 ISLAMIK HERMAN 2 2 2 1 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 
49 BURHANUDIN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
50 DODI 2 2 2 3 3 3 1 3 3 4 3 1 3 3 
51 TINGGAL WALUYO 4 4 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 2 4 
52 SOBIRIN 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
53 ANSRORI 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 
54 KARNO SUSINO 3 3 4 4 3 4 2 2 3 1 1 4 2 3 
55 ISMAIL M. 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
56 BAMBANG ANTON 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
57 SITI NURLAILA S.N. 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 
58 ADE AFITA SARI 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
60 IQBAL MAULANA 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 
61 M. AKROM 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 
62 M. ABI ULYA 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 
63 RISKI ALVIANSYAH 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
64 ISTI AZIZAH 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 1 4 2 4 
65 NURINDAH L 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
66 DIMAS SITA 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 2 4 4 
67 MISBAHUSSUDUR 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 
68  ANISAH 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 
69  TRI WIDIA SINTA 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 1 4 2 
70  WIDYANISSIH 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 
71  NIA 3 3 2 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 
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72  DEWI 4 4 4 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 3 
73  UZLI FATUL J 2 3 2 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 3 
74  ADE MAULANA 2 2 3 3 3 2 3 2 4 1 2 3 3 3 
75  SILVIA KHODIJAH 2 3 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 3 
76  VINA FITRIA T 2 2 2 2 3 3 4 2 1 3 3 2 4 1 
77  FANI DWI ASTUTI 2 2 3 3 3 3 4 4 1 3 2 3 2 2 
78  NOVIA PUSPITA 2 3 3 3 3 2 2 4 1 2 3 3 3 4 
79  DIAN MENAWATI 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 4 1 1 
80  M. AJEH ZAELANI 2 3 2 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 2 
 JUMLAH 190 215 186 191 214 209 179 189 185 217 195 198 186 219 
 Nilai rata2 tiap 
tiap unsur 2,38 2,69 2,33 2,39 2,68 2,61 2,24 2,36 2,31 2,71 2,44 2,48 2,33 2,74 
 bobot nilai rata2 
tertimbang 0,17 0,19 0,17 0,17 0,19 0,19 0,16 0,17 0,16 0,19 0,17 0,18 0,17 0,19 
 Nilai index 2,4610375 
Sumber : Angket Analisis Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan di Disdukcapil 
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V.4. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif menggunakan rentang skala untuk menjawab tentang Analisis Kepuasan 
Masyarakat Pada Pelayanan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data-
data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan wawancara selanjutnya di olah 
dengan menggunakan rentang skala untuk mengetahui hasil dari kepuasan 
masyarakat pada pelayanan publik maka penulis menggunakan rumus IKM 
(Indeks Kepuasan Masyarakat) . 
Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di hitung dengan menggunakan “ 
nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan 
indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 14 unsur rumus sebagai berikut : 
 
 
 
nnnnnhuio 
Sumber : Kep/25/M.PAN/2/2004 
Untuk memperoleh nilai IKM pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata 
tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 
 
 
Sumber : Kep/25/M.PAN/2/2004 
 
Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 
maka hasil penilaian tersebut diatas konversikan dengan nilai dasar 25, dengan 
rumus sebagai berikut : 
     Jumlah bobot  1 
 
Bobot nilai rata-rata tertimbang =  ...................................... =    .......... = 0,071 
 
     Jumlah Unsur   14 
  Total dari Nilai Persepsi Per Unsur 
IKM = ----------------------------------------------------------------- x Nilai 
Penimbang 
  Total Unsur yang terisi 
IKM UNIT Pelayanan x 25 
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Sumber : Kep/25/M.PAN/2/2004  
Berikut tabel mengenai nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu 
pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang digunakan dalam menyusun indeks 
IKM. 
Nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja 
unit pelayanan. 
Tabel V.19 
 
NILAI 
PERSEPSI 
NILAI 
INTERVAL 
IKM 
NILAI 
INTERVAL 
KONVERSI 
IKM 
MUTU 
PELAYANAN 
KINERJA 
UNIT 
PELAYANAN 
1 1,00 – 1,75 25,00 – 43, 75 D Tidak Baik 
2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 
3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 
4 3,26 – 4, 00 81,26 – 100 A Sangat Baik 
Sumber : Kep/25/M.PAN/2/2004 
1. Bagaimana pendapat anda tentang kemudahan prosedur di unit pelayanan 
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
Tabel V.20 
Frekuensi jumlah skor jawaban  
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Sulit 6 6 
2 Ragu –ragu 47 94 
3 Mudah 18 54 
4 Sangat mudah 9 36 
 Total  80 219 
Sumber :hasil angket dari penelitian 
 
Mencari nilai rata-rata  
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
190
80 
 = 2,38 
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2. Bagaimana pendapat anda mengenai kesesuaian persyaratan pelayanan 
dengan jenis pelayanannya. 
Tabel V. 21 
Frekuensi jumlah skor  jawaban 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Tidak sesuai 3 3 
2 Kurang sesuai 26 52 
3 Sesuai  44 132 
4 Sangat sesuai 7 28 
 Total  80 215 
Sumber :hasil angket dari penelitian 
 
Mencari nilai rata-rata 
 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
215
80 
= 2,69 
 
3. Bagaimana pendapat anda tentang kejelasan dan kepastian petugas yang 
melayani 
Tabel V.22 
Frekuensi jumlah skor jawaban 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Tidak jelas dan tidak 
pasti 
11 11 
2 Kurang jelas dan 
kurang pasti 
37 74 
3 Jelas dan pasti 27 81 
4 Sangat jelas dan 
sangat pasti 
5 20 
 Total  80 186 
Sumber :hasil angket dari penelitian 
 
Mencari nilai rata-rata 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
186
80 
=2,33 
4. Bagaimana pendapat anda tentang kedisiplinan petugas dalam 
memberikan pelayanan. 
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Tabel V.23 
Frekuensi jumlah skor jawaban 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Tidak disiplin 10 10 
2 Kurang disiplin 34 68 
3 Disiplin  31 93 
4 Sangat disiplin 5 20 
 Total  80 191 
Sumber :hasil angket dari penelitian 
 
Mencari nilai rata-rata 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
191
80 
=2,39 
5. Indikator Bagaimana pendapat anda tentang tanggungjawab petugas dalam 
memberikan pelayanan 
Tabel V.24 
Frekuensi  jumlah skor jawaban 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Tidak bertanggung 
jawab 
3 3 
2 Kurang bertanggung 
jawab 
28 56 
3 Bertanggungjawab  41 123 
4 Sangat bertanggung 
jawab 
8 32 
 Total  80 214 
Sumber :hasil  dari angket penelitian 
 
Mencari nilai rata-rata 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
214
80 
=2,68 
6. Bagaimana pendapat anda tentang kemampuan petugas dalam 
memberikan pelayanan 
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Tabel V.25 
Frekuensi jumlah  skor jawaban  
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Tidak mampu 1 3 
2 Kurang mampu 36 71 
3 Mampu 36 108 
4 Sangat mampu 7 28 
 Total  80 208 
Sumber :hasil angket dari penelitian 
Mencari nilai rata-rata 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
208
80 
=2,61 
7. Bagaimana pendapat anda tentang kecepatan pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tegal 
Tabel V.26 
Frekuensi jumlah skor jawaban  
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Tidak cepat 13 13 
2 Kurang cepat 40 40 
3 Cepat 22 66 
4 Sangat cepat 5 20 
 Total  80 179 
Sumber :hasil angket dari penelitian 
Mencari nilai rata-rata 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
179
80 
=2,24 
8. Bagaimana pendapat anda tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan 
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
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Tabel V.27 
Frekuens jumlah skor  jawaban  
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Tidak adil 8 8 
2 Kurang adil 40 80 
3 Adil 27 81 
4 Sangat adil 5 20 
 Total  80 189 
Sumber :hasil angket dari penelitian 
Mencari nilai rata-rata 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
189
80 
=2,36 
 
9. Bagaimana pendapat anda tentang kesopanan dan keramahan petugas 
dalam memberikan pelayanan 
Tabel V.28 
Frekuensi jumlah skor jawaban 
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Tidak sopan dan tidak 
ramah 
8 8 
2 Kurang sopan dan 
kurang ramah 
42 84 
3 Sopan dan ramah 21 63 
4 Sangat sopan dan 
sangat ramah 
7 28 
 Total  80 185 
Sumber hasil angket dari penelitian 
 
Mencari nilai rata-rata 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
185
80 
=2,31 
 
10. Bagaimana pendapat anda tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan 
pelayanan  
Tabel V. 29 
Frekuensi jumlah skor jawaban  
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Tidak wajar 10 10 
2 Kurang wajar 17 34 
3 Wajar 39 117 
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4 Sangat wajar 14 56 
 Total  80 217 
Sumber :hasil angket dari penelitian 
Mencari nilai rata-rata 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
217
80 
=2,71 
11. Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian antara biaya yang di 
bayarkan dengan biaya yang diterapkan 
Tabel V.30 
Frekuensi jumlah skor jawaban  
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Tidak sesuai 7 7 
2 Kurang sesuai 45 45 
3 Sesuai 14 14 
4 Sangat sesuai 14 14 
 Total  80 195 
Sumber :hasil angket dari penelitian 
 
Mencari nilai rata-rata 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
195
80 
=2,44 
 
12. Bagaimana pendapat anda tentang ketepatan jadwal ketepatan pelaksanaan 
terhadap jadwal waktu pelayanan 
Tabel V.31 
Frekuensi jumlah skor jawaban  
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Cenderung kurang 
tepat 
22 22 
2 Kurang tepat 16 32 
3 Kadang-kadang 24 72 
4 Selalu tepat 18 72 
 Total  80 198 
Sumber :hasil angket dari penelitian 
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Mencari nilai rata-rata 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
198
80 
=2,48 
 
13. Bagaimana pendapat anda tentang  kenyamanan dilingkungan unit 
pelayanan 
 
Tabel V.32 
Frekuensi jumlah skor jawaban  
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Tidak nyaman 15 15 
2 Kurang nyaman 32 64 
3 Nyaman  25 75 
4 Sangat nyaman 18 32 
 Total  80 195 
Sumber :hasil angket dari penelitian 
 
Mencari nilai rata-rata 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
195
80 
=2,33 
 
14. Bagaimana pendapat anda tentang keamanan pelayanan diunit ini 
Tabel V.33 
Frekuensi jumlahskor jawaban  
No  Jawaban Frekuensi Jumlah Skor 
1 Tidak nyaman 6 6 
2 Kurang nyaman 17 34 
3 Nyaman  49 147 
4 Sangat nyaman 8 32 
 Total  80 219 
Sumber :hasil angket dari penelitian 
 
 
Mencari nilai rata-rata 
Jumlah skor   = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 = 
219
80 
=2,74 
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Tabel V.34 
Frekuensi nilai unsur  
No UNSUR PELAYANAN 
NILAI 
UNSUR 
PELAYANAN 
1 Prosedur pelayanan 2,38 
2 Persyaratan pelayanan 2,69 
3 Kejelasan dan kepastian pelayanan 2,33 
4 Kedisiplinan petugas pelayanan 2,39 
5 Tanggung jawab petugsas pelayanan 2,68 
6 Kemampuan petugas pelayanan 2,61 
7 Kecepatan petugas pelayanan 2,24 
8 Keadilan mendapatkan pelayanan 2,36 
9 Kesopanan dan keramahan petugas 2,31 
10 Kewajaran biaya pelayanan 2,71 
11 Kepastian jadwal pelayanan 2,44 
12 Kepastian biaya pelayanan 2,48 
13 Kenyamanan lingkungan 2,33 
14 Keamanan lingkungan 2,74 
Sumber : nilai unsur pelayanan 
Maka untuk mengetahui nilai indek pelayanan dihitung dengan cara sebagai 
berikut : 
(2,38x0,071)+(2,69x0,071)+(2,33x0,071)+(2,39x0,071)+(2,68x0,071) 
(2,61x0,071)+(2,24x0,071)+(2,36x0,071)+(2,31x0,071)+(2,71x0,071) 
(2,44x0,071)+(2,48x0,33x0,071)+(2,74x0,071) = 2,461 
 
Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
a.  Nilai IKM setelah dikonversikan = Nilai Indeks xNilai Dasar =2,461x25 = 
61,52 
b.  Mutu pelayanan C 
c.  Kinerja unit pelayanan Kurang Baik 
 
155 
 
 
 
V.5 Kendala – kendala yang di temukan pada pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Jawaban pertanyaan skor terendah dan ditemukan kendala-kendala dan 
bagaimana solusi permasalahannya.  Sebagai berikut : 
Skor terendah di temukan pada unsur ke satu maka penulis ajukan pertanyaan  
terhadap informan  “ Mengapa masyarakat masih mengeluhkan bahwa kemudahan 
prosedur pelayanan pada disduk capil itu kurang mudah ? 
Bapak Tri  Kesmono,S.Kom ( Kasi Kemanfaatan Data dan Dokumen 
Kependudukan) 12 juli 2019 menyatakan bahwa : 
Pihak kami sudah semaksimal mungkin mematuhi sesuai SOP (Standar 
Operasional Prosedur) mungkin terkendala spanduk yang ditempel di dalam 
gedung pelayanan bahkan saya sendiri menyadari hal itu mbak sehingga 
masyarakat kurang memamahi tentang prosedur yang sudah berlaku. Dari pihak 
petugas pun saya rasa suruh memberi tahukan kepada semua pengguna jasa 
layanan di sini. 
Solusi : dari permasalahan tersebut peniliti memberi solusi kepada Dinas 
Kependudukan seharusnya mengumumkan terkait spanduk yang bertuliskan 
prosedur pelayanan tidak hanya di pasang di dalam ruangan saja melainkan diluar 
ruangan bahkan disetiap kelurahan ditempel spanduk agar masyarakat yang akan 
menggunakan jasa layanan tidak merasa kebingungan terhadap prosedur yang ada, 
dan seharusnya berberapa bulan sekali diadakan sosialisasi ke setiap desa atau 
kecamatan tentang prosedur-prosedur apa saja yang harus di patuhi oleh 
masyarakat yang akan menggunakan jasa layanan tersebut . dan semua petugas 
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juga harus perbanyak evaluasi terhadap kinerja yang dijalani sehingga masyarakat 
pun tidak merasa kecewa terhadap petugas. 
Skor terendah selanjutnya ditemukan pada unsur kepastian dan kejelasan 
petugas maka penulis memberi pertanyaan kepada informan :  pak kenapa 
masyarakat pengguna jasa layanan masih belum paham tentang kejelasan dan 
kepastian petugas ? 
Bapak Tri  Kesmono,S.Kom ( Kasi Kemanfaatan Data dan Dokumen 
Kependudukan) 12 juli 2019 menyatakan bahwa : 
Menurut saya mba pihak petugas sendiri sudah menjelaskan terkait kepastian 
kapan berkas yang di urus masyarakat bisa selesai  dan kebanyakan yang meleset 
itu mencetakan e-KTP karena ketersidian blangko dari pusat terbatas sedangkan 
masyarakat pemohon melimbah hal ini disebabkan karena permasalah di 
pemerintah pusat.  kami dari pihak petugaspun tidak bisa berbuat apa-apa jika 
terjadi semacam itu mbak dan juga terkadang petugaspun ada keperluan 
mendadak sehingga pemohon harus menunggu lebih lama sehingga beberapa 
pelayanan tertunda. 
Solusi : dari permasalahan tersebut peneliti memberi solusi sebagai petugas 
yang mematuhi peraturan yang ada seharusnya jika terjadi keterlambatan blangko 
e-KTP terbatas memberi tahu lebih awal kepada pemohon tentang batas 
mencetakkan e- KTP tersebut, dan sebaiknya pemerintah pusat harus bisa 
mencukupi kebutuhan e-KTP didaerah pemerintah serta memberi kewenangan 
kepada pemerintah daerah untuk menggadakan sendiri blangko e-KTP  juga 
mengenai petugas keluar disaat jam kerja berlangsung seharusnya digantikan 
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dengan petugas yang lain sehingga pelayanan masih berjalan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan harus sering di adakan evalusi kinerja petugas agar 
bisa semaksimal mungkin memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. 
Skor terendah selanjutnya di temukan pada unsur kesiplinan petugas dalam 
memberikan pelayanan maka penulis memberi pertanyaan kepada informan  : pak 
mengapa terjadi masalah terhadap kedisiplinan petugas banyak masyarakat yang 
mengeluhkan tentang kedisiplinan petugas   
Bapak Tri  Kesmono,S.Kom ( Kasi Kemanfaatan Data dan Dokumen 
Kependudukan) 12 juli 2019 menyatakan bahwa : 
Dari Pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menyadari bahwa 
mereka sulit untuk menegakkan kedisiplinan di instansi khususnya dalam hal 
istirahat makan siang karena waktunya sebentar dan harus di pergunakan  untuk 
makan,sholat,dll sehingga sering dari kita yang masuk  melebihi waktu istirahat 
karena ngantuk di musolah dan akhirnya ketiduran karena pada dasarnya pada 
setiap instansi itu sudah terbiasa tidak mematuhi peraturan pada alasannya sudah 
menjadi kebiasaan pada setiap instansi. 
Solusi : dari permasalahan tersebut peneliti memberikan solusi untuk diadakan 
sistem absen di waktu berangkat, setelah jam makan siang, selesai jam kerja agar 
petugas lebih disiplin dan mematuhi peraturan yang di tetapkan.  jika petugas 
yang terlambat datang seharusnya di kenai sanksi supaya petugas memanfaatkan 
waktu istirahat dengan sebaik baiknya. 
Skor terendah selanjutnya ditemukan pada unsur mengenai kemampuan 
petugas dalam memberi pelayanan. Maka penulis mengajukkan pertanyaan 
158 
 
 
 
kepada informan : pak di unsur ini menyatakkan petugas dalam memberi pelayaan 
kurang mampu apa petugas bekerja tidak sesuai dengan bidangnya  
Bapak Tri  Kesmono,S.Kom ( Kasi Kemanfaatan Data dan Dokumen 
Kependudukan) 12 juli 2019 menyatakan bahwa :  
Dari pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah berusaha utuk 
memberikkan pelayanan secara maksimal hanya saja karena keterbatasan petugas 
dan terlalu banyaknya masyarakat pengguna jasa layanan, sehingga pelayanan 
menjadi kurang maksimal dan masyarakat menilai petugas kurang dalam memberi 
pelayanan. 
Solusi : dari permasalahn tersebut peneliti memberikan solusi untuk dia 
adakan seleksi penerimaan petugas agar bisa di tempatkan sesuai bidang yang di 
kuasai , jadi petugas mengadakan evaluasi terhadap kinerja petugas sesuai SOP 
(Stantar Operasional Prosedur). 
Skor terendah selanjutnya ditemukan pada unsur mengenai kecepatan petugas 
dalam membeikan pelayanan. Maka penulis mengajukan pertanyaan kepada 
informan : dari hasil angket yang saya sebar mayoritas responden menyatakan 
bahwa ketepatan pelayanan di dinas ini terjawab kurang cepat apa saja kendalanya  
Bapak Tri  Kesmono,S.Kom ( Kasi Kemanfaatan Data dan Dokumen 
Kependudukan) 12 juli 2019 menyatakan bahwa : 
Bahwa sebenarnya petugas sudah cukup maksimal dalam memberikan 
layanan , tapi kembali ke masyarakatnya lagi kurang sabar dalam menunggu 
antrian karena masyarakat pengguna jasa layanan pun cukup banyak wajar saja 
masyarakat merasa jenuh,lapar,haus dan lain-lain. 
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Solusi : menurut peneliti seharusnya dari pihak Dinas pun menambah jumlah 
petugas agar pemohon jasa layanan di tangani dengan cepat tidak harus menunggu 
terlalu lama karena petugasnya minim . 
Skor seterendah selanjutnya ditemukan pada unsur keadilan untuk 
mendapatkan pelayanan. Maka penulis mengajukan pertanyaan kepada informan 
:dari hasil angket yang saya sebar mayoritas responden mejawab bahwa keadilan 
petugas dalam memberikan layanan kurang adil. 
Bapak Tri  Kesmono,S.Kom ( Kasi Kemanfaatan Data dan Dokumen 
Kependudukan) 12 juli 2019 menyatakan bahwa : 
kami dari pihak dinas juga menakui mbak jika ada kerabat datang ke sini 
meminta bantuan dan ingin segera dilayani masa saya sebagai kebarat menolak 
nanti dikira sombong dan lain-lain. 
Solusi : seharusnya petugas mematuhi peraturan yang sesuai SOP dan 
harus menegaskan meskipun itu kerabat saudara bahkan keluarga sendiri jika 
datang meminta  bantuan dan ingin dilayani dahulu padahal masyarakat yang antri 
banyak itu menjadi contoh yang tidak baik dan nama Dinas pun menjadi tercoreng 
jadi petugaspun harus adil siapa yang datang lebih awal yang di dahulukan. 
Skor serendah selanjutnya pada unsur kesopanan dan keramaahan petugas. 
Maka penulis mengajukan pertanyaan kepada informan: dari hasil angket yang 
saya sebar mayoritas responden menjawab bahwa petugas dalam memberikan 
pelayanan kurang sopan dan kurang ramah apakah benar pak seperti itu . 
Bapak Tri  Kesmono,S.Kom ( Kasi Kemanfaatan Data dan Dokumen 
Kependudukan) 12 juli 2019 menyatakan bahwa : 
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Mungkin terkadang petugas kelelahan karena masyarakat pengguna jasa 
layanan terlalu banyak sehingga masyarakat mungkin kecewa terhadap pelayanan 
petugas. 
Solusi : seharusnya petugas harus lebih sopan dan lebih ramah kepada 
masyarakat karena itu sudah menjadi tugasnya untuk melayani masyarakat dengan 
sepenuhi hati  
Skor terendah selanjutnya pada unsur kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan. Maka penulis mengajukan pertanyaan 
kepada informan : dari hasil angket yang saya sebar mayoritas responden 
menjawab bahwa biaya dan di bayarkan itu tidak sesuai dengan yang diterapkan  
apakah benar pak. 
Bapak Tri  Kesmono,S.Kom ( Kasi Kemanfaatan Data dan Dokumen 
Kependudukan) 12 juli 2019 menyatakan bahwa : 
Sebenarnya biaya yang diterapkan sudah sesusai dengan peraturan tetapi 
terkadang ada oknum (Calo) yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk 
mengambil keuntungan. 
Solusi : sebaiknya petugas memasang banner diluar ruangan agar 
masyarakat mengetahui bahwa sebenernya tidak ada biaya yang dibayarkan untuk 
mendapatkan layanan juga harus diadakan sosialisasi setiap 3 bulan sekali disetiap 
kecamatan atau di keluran tentang pelayanan di Dinas Kependudukan sebenanya 
gratis asal masyarakat mau ngantri dan datang sendiri ketempat. 
Skor terendah selanjutnya pada unsur ketepatan jadwal pelayanan. Maka 
penulis mengajukan pertanyaan kepada informan :  dari hasil angket yang saya 
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sebar mayoritas responden menjawab cenderung kurang tepat kendala apa 
sehingga ketepatan waktu malah bisa berhari-hari bahakn berbulan-bulan belum 
jadi . 
Bapak Tri  Kesmono,S.Kom ( Kasi Kemanfaatan Data dan Dokumen 
Kependudukan) 12 juli 2019 menyatakan bahwa : 
Setiap pelayanan ada estimasi (jarak) waktu yang ditentukan untuk 
menyelesaikan pelayanan tentunya kami membutuhkan koordinasi antara petugas 
satu dengan petugas yang lain  agar bisa semaksimal mungkin bisa tepat sesuai  
perjanjian agar  yang dibutuhkan masyarakat pengguna jasa layanan bisa tepat 
dalam membuatan seperti akta dan lain-lain. 
Solusi : masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat banyak mencakup wilayah Kabupaten 
Tegal yang terbentang luas oleh karena itu pelayanan yang diberikan harus tepat 
waktu agar masyarakat pengguna tidak kecewa dan kehilangan waktu banyak 
dalam memanfaatkan  jasa layanan petugas harus semaksimal mungkin agar 
ketepatan yang dijanjikan tidak meleset .perlu ditambakan petugas juga agar 
pengguna layanan terlayani dengan baik dan semua pengguna bisa dilayani 
sepenuhnya. 
Skor terendah selanjutnya pada unsur kenyamanan lingkungan. Maka 
penulis mengajukan pertanyaan kepada informan :  mengenai kenyamanan 
lingkungan  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengapa masyarakat 
pengguna jasa layanan merasa kurang nyaman terhadap lingkupan apakah ruangan 
tunggu dan lain-lain. 
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Bapak Tri  Kesmono,S.Kom ( Kasi Kemanfaatan Data dan Dokumen 
Kependudukan) 12 juli 2019 menyatakan bahwa : 
Mungkin karna ruang tunggu yang diluar yang tidak didalam ruangan 
sehingga masyarakat merasa kurang nyaman dan area kamar mandi terlalu jauh 
dari tempat pelayanan . 
Solusi : mungkin perlu diperbesar ruangan pelayanan agar masyarakat 
yang antri bisa di dalam ruangan tidak menunggu diluar karena panas dan perlu 
dibuatkan kamar mandi diarea tunggu agar masyarakat tidak terlalu jauh jika ingin 
ke kamar mandi juga perlu disediakan minum diruang tunggu agar pengguna jasa 
layanan yang ingin minum tidak perlu keluar ruangan untuk membeli. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
VI.1. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan perhitungan Indeks Kepuasaan Masyarakat yang mengacu pada 
KEPMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, maka diperoleh angka Indek 
sebesar 61,52 yang berada pada 43,76 -62,50 , sehingga kualitas pelayanan 
pada interval kurang baik “C” . Hal ini menunjukan bahwa kinerja pelayanan 
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2018 secara 
keseluruhan termasuk dalam kategori kurang baik. 
2. Kesimpulan dari 14 unsur IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) yang masih 
menjadi kendala yaitu kedisiplinan petugas pelayanan yang tidak menaati 
peraturan saat jam kerja berlangsung sehingga berpengaruh besar kepada 
masyarakat pengguna jasa layanan sehingga masyarakat mengguna jasa 
layanan merasa kecewa terhadap petugas yang seolah-olah tidak menghargai 
masyarakat. Solusi sebaiknya petugas lebih mematuhi peraturan yang telah 
dibuat sesuai SOP (Standar Operasonal Prosedur) karena kinerja petugas 
sebagai alat ukur kepuasan masyarakat karena pelayanan yang berkualitas 
yang diharapkan masyarakat. 
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VI.2 SARAN 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Tegal Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih memperhatikan kualitas pelayanan 
terhadap masyarakat. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain :  
1. Memperbaiki kinerja pelayanan dengan memaksimalkan fungsi evaluasi 
dan pengawasan terhadap standar pelayanan, sumber daya aparatur serta 
penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas pelayanan. 
2.  Mempercepat proses pelayanan dimana semua dokumen kependudukan 
yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa selesai satu hari kerja disediakan  
mobil pelayanan capil keliling. Untuk memudahkan masyarakat untuk 
mengurus berkas kependudukan . 
3. Membuat sistem pelayanan terpadu satu pintu dengan pembangunan 
gedung kantor baru untuk lebih memberikan kenyamanan, ketertiban dan 
kelancaran urusan tidak hanya bagi masyarakat dalam berurusan juga bagi 
petugas dalam melayani sehingga masyarakat tidak dipusingkan lagi harus 
keluar masuk ruangan satu dengan ruangan lainnya. 
4.  Untuk masyarakat punagar lebih sabar untuk antri dalam menggunakan 
jasa layanan .  
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